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MOTTO 
 
QS. Al-Baqarah ayat: 283 
 
. . .  َهللا ِقََّتيْلَو َُهَتناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِ دَُؤيْلَف اًضَْعب مُكُضَْعب َنَِمأ ِْنَإف
:ةرقبلا( . . . ُهَّبَر٣٨٢ )  
Artinya:  
... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (utangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya 
...(Al-Baqarah ayat 283). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
x 
 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ان بر Rabbana< 
2. ل  زن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لج  رلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر هللدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل هللا نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Khurfatul Jannah, NIM: 142111132, “ANALISIS PELAKSANAAN 
AKAD WADI>’AH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR: 
01/DSM-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada Produk Simpanan Tamasya di 
KSPPS BMT Prima Dinar Matesih Karanganyar)”. 
 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad wadi>’ah pada 
produk simpanan TAMASYA  di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih. Peneliti ingin 
mengetahui apakah pelaksanaan akad wadi>’ah pada produk simpanan TAMASYA  
di  KSPPS BMT Prima Dinar Matesih sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 
01/DSN-MUI/IV/2000 atau belum. 
 
Peneliti menggunakan metode deduktif, untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang pandangan fatwa DSN-MUI terhadap sistem akad wadi>’ah  yang 
di terapkan pada simpanan TAMASYA. Sedangkan untuk memahami dan 
mengatasi masalah peneliti menggunakan deskriptif analitis untuk menilai dan 
menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan akad wadi>’ah  dengan teori akad 
wadi>’ah  dalam fatwa DSN-MUI.  
 
Kesimpulannya bahwa, penerapan akad wadi>’ah pada simpanan 
TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar, hampir sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah dan fatwa DSN-MUI, hal ini karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, 
pemberian bonus yang di berikan BMT merupakan kehendak sendiri dari pihak 
BMT sebagai rasa terimakasih, dan mengenai resiko kehilangan atau kerusakan 
uang titipan tersebut BMT bersedia bertanggungjawab menggembalikan dana para 
anggota. Namun, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan karena belum sesuai 
dengan prinsip-prinsip Syariah, diantaranya: prinsip akad wadi>’ah  harus dengan 
suka-rela, tetapi di produk simpanan ini di tetapkan adanya besar nominalnya dan 
titipan dalam akad wadi>’ah  dapat di ambil sewaktu-waktu (on calling) namun pada 
penerapannya para anggota hanya boleh diambil jika waktu satu periode simpanan 
tersebut telah berakhir. 
 
Kata Kunci: Wadi>’ah, Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000,  
         Simpanan TAMASYA. 
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ABSTRACTION 
Khurfatul Jannah, NIM: 142111132, “THE ANALYSIS OF 
IMPLEMENTATION OF AKAD WADI>’AH IN THE PERSPECTIVE OF 
FATWA DSN-MUI NUMBER: 01/DSN-MUI/IV/2000  (Case Study On 
Savings Products TAMASYA In KSPPS BMT Prima Dinar Matesih 
Karanganyar)”. 
 
 This research discusses about how the implementation of akad wadi>’ah on 
deposit products TAMASYA in KSPPS BMT Prima Dinar Matesih. The researcher 
wants to know whether the implementation of the akad wadi>’ah on the TAMASYA 
storage product in KSPPS BMT Prima Dinar Matesih Karanganyar is appropriate 
or not with the fatwa DSN-MUI number: 01/DSN-MUI/IV/2000. 
 
The researcher uses qualitative research method. The method of data 
analysis used is deductive method, to know the perspective of fatwa DSN-MUI 
about system akad wadi>’ah applied to save TAMASYA. While to approach the 
problem, the researcher uses an analytical descriptive to assess and analyze the 
suitability between the implementation of akad wadi>’ah with the theory of akad 
wadi>’ah in fatwa DSN-MUI. 
 
The conclusion is the application of the akad wadi>’ah on TAMASYA 
deposit in BMT, almost in accordance with the principles of syariah and fatwa 
DSN-MUI. The principles and conditions have been fulfilled. The bonus given by 
BMT is the will of the organization as a sense of acceptance. The risk of lost or 
damage of the deposit, BMT willing to take responsiblie to return the funds of the 
members. Homever, there are several things that need to be considered because it 
is not in accordance with the principles of syariah, such as: the principle of akad 
wadi>’ah must be voluntary, but in this deposit product stipulated the existence of a 
nominal amount and deposit in the akad wadi>’ah can be taken at any time bunt in 
its application the members should only be taken if the time of one deposit period 
has expired.  
 
Keyword: Wadi>’ah, Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000,  
          savings TAMASYA. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.   Latar Belakang Masalah 
Lembaga keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam 
masyarakat yang turut berperan aktif dalam berbagai bidang mulai dari 
pendidikan, pembangunan, khususnya pada bidang perekonomian, pada 
beberapa tahun terakhir dapat dilihat perkembangan lembaga keuangan 
yang cukup signifikan dengan ditandai menyebar luasnya bank-bank ke 
berbagai daerah, tidak ketinggalan juga banyak didirikan koperasi dan 
lembaga keuangan lain untuk menjangkau daerah yang kurang terjangkau 
oleh bank-bank besar seperti pada tingkat kecamatan bahkan kelurahan.   
Sejalan dengan perkembangan perekonomian dalam islam diajarkan 
pada pemeluknya untuk turut berperan aktif dalam mengembangkan  
perekonomian, namun islam juga memberikan batasan dalam bidang yang 
berkaitan dengan keuangan haruslah bersih dari riba. Seperti yang di 
jelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275: 
...أَوب ِّ رلا َم َّرَحَو َعَْيبْلا ُهللا َّلََحأَو... 
Artinya:  
... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
 riba...(Q.S. Al-Baqarah: 275)1 
 
Sehingga hal ini kembali memunculkan ide dan gagasan bagaimana 
perbankan dapat berjalan dengan semestinya akan tetapi tidak keluar dari 
                                                             
1  Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 
60. 
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konsep ekonomi islam yang kemudian memunculkan bank-bank, koperasi 
dan lembaga keuangan yang  berbasis syariah yang salah satunya adalah 
KSPPS BMT Prima Dinar di Ngadiluwih yang merupakan koperasi yang 
berbasis syariah yang didirikan sebagai penjawab aspirasi konsumen di 
sekitar Ngadiluwih dan Kab. Karanganyar. 
BMT (Baytul Mal Wat Tamwil) merupakan organisasi bisnis yang 
juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baytul 
mal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baytul tamwil. 
Sebagai lembaga sosial, baytul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran 
dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baytul mal ini harus 
didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang 
mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya 
pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha 
perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta 
menyalurkannnya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. 
Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan 
bisnisnya pada sector riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang 
dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia 
tidak tunduk pada peraturan perbankan.2 
Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT 
menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota 
                                                             
2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII 
Press, 2004), hlm. 120. 
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(ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdi 
Allah SWT (khalifah), memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya.3 Sedangkan misi BMT adalah membangun 
dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat 
madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju 
berkeadilan berlandaskan Syariah dan rid}a Allah SWT.4 
KSPPS BMT Prima Dinar Matesih berdiri sejak tahun 1998 yang 
dipelopori oleh tokoh agama sekitar Ngadiluwih dengan modal awal oleh 
iuran anggotanya, pada awalnya BMT Prima Dinar muncul sebagai 
penjawab aspirasi kebutuhan masyarakat sekitar dengan kantor 
memanfaatkan rumah penduduk sekitar dengan nama BMT Dadapan 
sebelum memiliki kantor sendiri pada tahun 2014 dan berubah nama dengan 
KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Prima Dinar selanjutnya 
berganti nama lagi pada tahun 2017 menjadi KSPPS (Koprasi Simpan 
Pinjam Pembiayaan Syariah)  dan hingga saat ini telah memiliki cabang di 
Jaten dan Tawangmanggu. 
Berbagai produk yang diusung oleh BMT mendapat sambutan yang 
cukup baik oleh masyarakat variasi dari produk BMT juga cukup beraneka 
ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen seperti 
bentuk usaha memobilisasi simpanan dari anggota di BMT Prima Dinar 
diantaranya berupa: simpanan Prima Dinar, simpanan Berhadiah, simpanan 
                                                             
3 Ibid., hlm. 121. 
4 Ibid., hlm. 122. 
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Berjangka Prima Dinar, simpanan Ta’a>wun, simpanan Isykarima, simpanan 
Tarbiyah, simpanan TAMASYA, dan simpanan Haji. Sedangkan dari sisi 
usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, 
kecil bawah, dan bawah, diantaranya: pembiayaan Mud}arabah, pembiayaan 
Musyarakah, pembiayaan Murabah}ah, pembiayaan Ijarah, pembiayaan 
Salam, pembiayaan Istis}na’ , dan pembiayaan Qard}ul H}asan. Salah satu 
produk yang mendapat peminat yang cukup tinggi adalah simpanan 
TAMASYA dengan peningkatan 2kali lipat setiap periodenya. 
Simpanan TAMASYA adalah simpanan yang muncul dari moto 
semangat menabung BMT Prima Dinar yang bertujuan untuk membuat 
konsumen berkesinambungan menabung pada setiap bulanya dengan bonus 
berupa TAMASYA (wisata religi) pada akhir periode. Tabungan 
Masyarakat Berhadiah Wisata (TAMASYA) menggunakan prinsip wadi>’ah 
yad} d}amanah yaitu dana titipan yang dapat dimanfaatkan secara produktif 
dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional dan 
memenuhi aspek syariah. Anggota simpanan TAMASYA adalah yang telah 
mendaftarkan diri dan menjadi anggota di KSPPS BMT Prima Dinar. 
Anggota harus tunduk dan patuh terhadap tata tertib yang telah di tetapkan 
oleh KSPPS BMT Pima Dinar. Ketentuan setoran tabungan Rp 100.000,- 
per bulan atau setoran deposito sebesar Rp 6.500.000,- .Setoran tabungan 
selama 40 bulan berturut-turut, setoran tabungan paling lambat setiap 
tanggal 10, dan pelayanna tabungan dilaksanakan di KSPPS BMT Prima 
Dinar disetiap hari karja. Fasilitas yang di berikan bagi penabung simpanan 
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TAMASYA di akhir periode adalah sebagai berikut pada bulan terakhir 
bongkaran tabungan diadakan wisata gratis kepada anggota simpanan 
TAMASYA, pada bulan terakhir bongkaran akan dibagikan dan ditambah 
uang saku untuk wisata. Dengan metode ini konsumen dapat beristiqomah 
untuk menabung, hal ini yang menjadikan produk TAMASYA menjadi 
populer dan berkembang dari periode ke periode yang telah berlalu dan 
berjalan. 
Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa salah satu produk 
lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat adalah 
tabungan. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan 
sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat 
dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. 
Pada dasarnya tabungan tidaklah akan menjadi soal yang 
diperbincangkan secara signifikan. Namun, ketika pada instrumen tabungan 
ini diikitsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap nasabah, maka 
muncullah persoalan hukum, terutama dalam perspektif Hukum Islam.5 
Amru bin Syu’aid meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya 
bahwa Nabi SAW, bersabdah, “Barang siapa dititipi sesuatu maka 
tidak ada tanggung jawab baginya atas barang tersebut” 
Dalam riwayat lain, “Tidak ada tanggung jawab bagi orang yang 
diberi kepercayaan”. Tentang sebuah titipan yang diletakkan didalam 
                                                             
5 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. iii 
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kantong kulit lalu hilang ketika kantong tersebut terbakar, Abu Bakar r.a. 
menetapkan bahwa tidak ada tanggungjawab didalamnya. 
Urwah bin Zubair pernah menitipkan sejumlah harta milik Bani 
Mush’ab kepada Abu Bakar bin Abdurahman bin Harits bin Hasyam. Lalu 
harta tersebut atau sebagian darinya ditimpa bencana. Urwah pun menulis 
surat kepada Abu Bakar, “Tidak ada tanggungjawab bagimu karena kamu 
hanyalah seorang yang diberi kepercayaan”. Akan tetapi Abu Bakar berkata, 
“Aku telah mengetahui bahwa tidak ada tanggungjawab bagiku. Akan 
tetapi, tidaklah pantas apabila orang-orang Quraisy bercerita bahwa amanat 
yang dititipkan kepadaku telah musnah.” Kemudian Abu Bakar menjual 
hartanya dan mngganti harta tersebut.6 
Di dalam Fatwa DSN-MUI juga mencantum tentang Giro yang di 
dalamnya terdapat ketentuan tentang tabungan yang berakadkan Wadi>’ah. 
Sebelum di tetapkan fatwa tersebut ada banyak permasalahan yang ada di 
masyarakat tentang giro atau tabungan ini. Masyarakat pada masa kini, 
memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk penghimpunan dana 
adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap 
saat. Dan kegiatan giro ini tidak semuanya dapat dibenarkan oleh Hukum 
Islam (syariah). Oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang giro beserta ketentuan akad-
akadnya pada Bank Syariah. 
                                                             
6  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 166 
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Bedasarkan latar belakang diatas penyusun menemukan satu 
pandangan bagaimana sistem akad wadi>’ah pada produk simpanan 
TAMASYA apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip wadi>’ah  yang ada 
di dalam hukum islam, sehingga perlu diadakan penelitian tentang “Analisis 
Akad wadi>’ah Pada Produk Simpanan TAMASYA di KSPPS BMT Prima 
Dinar Matesih Kabupaten Karanganyar Menurut Fatwa DSN-MUI No: 
01/DSN-MUI/IV/2000” untuk dapat mengetahui bagaimana program itu 
berjalan dan menimbang apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil beberapa pertanyaan 
sebagai acuan penelitian agar tidak menyimpang maksud yang dituju 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan akad wadi>’ah pada produk simpanan 
TAMASYA  di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih? 
2. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 
01/DSN-MUI/IV/2000? 
C. Tujan dan Manfaat Penelitian 
Berhubungan dengan pertanyaan diatas maka dapat disimpulkan 
manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan 
a. Mengetahui pelaksanaan akad wadi>’ah pada produk simpanan 
TAMASYA  di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih. 
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b. Mengetahui apakah pelaksanaan akad wadi>’ah pada produk 
simpanan TAMASYA  di  KSPPS BMT Prima Dinar Matesih sudah 
sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000. 
2. Manfaat 
a. Sebagai penambah wawasan tentang sistem penghimpunan dana di 
BMT Prima Dinar Matesih. 
b. Sebagai pengetahuan untuk pengembangan produk BMT 
dikemudian hari. 
D. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, 
karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang 
dilakukan oleh seorang peneliti dan untuk menghindari kesamaan dengan 
penelitian lain. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan 
kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan. 
Dari penelitian yang ada, penelitian yang menempatkan obyek 
akadnya wadi>’ah adalah hasil penelitian skripsi saudari Siti Nurbayan 
(2006) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 
Sistem Wadi>’ah Yad} d}amanah dan Pengelolaannya (Studi Kasus di BMT 
Alfa Dinar Gondangrejo Karanganyar)” berisi tentang sistem pelaksanaan 
akad wadi>’ah yad} d}amanah secara umum di BMT Alfa Dinar Gondangrejo 
Karanganyar sebagian besar sudah sesuai dengan konpensasi Islam, dan 
pengelolaaan dana wadi>’ah tersebut di berbagai sektor tetapi ada beberapa 
bagaian yang perlu dikritisi dan di kaji ulang yaitu pengambilan modal 
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setelah jatuh tempo. Dalam islam penitip berhak mengambil modalnya 
sewaktu-waktu tetapi dalam pelaksanaan di BMT penitip tidak boleh 
mengambil modal sebelum jatuh tempo dan bahkan akan dikenai denda atau 
kifarad akad.7 Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 
membahas tentang akad wadi>’ah. Sedangkan, perbedaanya dari skripsi 
diatas membahas tentang pengelolaan akad wadi>’ah yad} d}amanah secara 
keseluruhan dan pengelolaanya. Namun, disini peneliti hanya membahas di 
salah satu produk yang menggunakan akad wadi>’ah di KSPPS Prima Dinar 
yakni produk Simpanan TAMASYA dan tidak membahas pengelolaan dana 
dari penghimpunan dana melalui akadwadi>’ah tersebut. 
Dalam Tugas Akhir (TA) Sely Safrina (2015) yang berjudul 
“Analisis Perhitungan Bagi Hasil  pada Produk Simpanan TAMASYA 
(Sitama)  dengan Akad Mud}arabah  di KJKS BTM Bojong Kabupaten 
Pekalongan” berisi tentang penerapan akad mud}arabah, KJKS BTM Bojong 
menggunkan akad mud}arabah mutlaqah  pada produk SITAMA. Dilihat 
dari beberapa aspek seperti pelaku mud}arabah, objek mud}arabah (modal 
dan kerja) dan persetujuan kedua belah pihak dalam penerapannya sudah 
sesuai dengan prinsip mud}arabah. Akan tetapi ada aspek yang belum sesuai 
dengan prinsip mud}arabah yaitu dalam penentuan nisbah keuntungan. 
Nisbah keuntungan ditetapkan menggunakan  presentase bagi hasil sebesar 
                                                             
7 Siti Nurbayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Wadi’ah Yad 
Adhomanah Dan Pengelolaannya (Studi Kasus di BMT Alfa Dinar Gondangrejo Karanganyar”, 
Skripsi Syariah, (Surakarta: Perpustakaan IAIN Surakarta, 2006), hlm. 70 
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0,4% dari saldo pengendapan dana simpanan nasabah pada rekening.8 
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 
Produk simpanan TAMASYA. Sedangkan perbedaannya, dari skripsi diatas 
membahas tentang bagi hasil dengan akad mud}arabah, namun disini peneliti 
membahas produk simpanan TAMASYA dengan akad wadi>’ah. 
Dalam Skripsi Suryo Maruto (2011) yang berjudul “Pegaruh 
Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah pada KSP BMT Prima Dinar 
Ngadiluwih” hasil penelitian diperoleh bahwa dimensi kualitas jasa yang 
terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangible 
berpengaruh signifikan secara parsial maupun bersama-sama terhadap 
kepuasan nasabah pada KSP BMT Prima Dinar Ngadiluwih. Variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada KSP BMT 
Prima Dinar Ngadiluwih adalah dimensi reliability, oleh karena itu 
reliability (keandalan) BMT Prima Dinar perlu di pertahankan dan di 
tingkatkan lagi. Selain itu, ke empat dimensi yang lain harus lebih 
diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya agar para nasabah tetap terjaga.9 
Persamaan dengan penelitian ini hanya sama tempatnya yakni di KSPPS 
BMT Prima Dinar Matesih. Sedangkan perbedaannya, dari skripsi tersebut 
jelas di terangakan pegaruh kualitas jasa terhadap kepuasan nasabah, namun 
                                                             
8 Sely Safrina, “Analisis Perhitungan Bagi Hasil  pada Produk Simpanan Tamasya 
(Sitama)  dengan Akad Mudharabah  di KJKS BTM Bojong Kabupaten Pekalongan”, Tugas Akhir 
Perbankan Syariah, (Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  Pekalongan, 
2015), hlm. 57 
9 Suryo Maruto, “Pegaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah pada KSP BMT 
Prima Dinar Ngadiluwih”,Skripsi Manajemen (Surakarta: Perpustakaan UNS Surakarta, 2011), 
hlm.62 
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disini peneliti membahas pelaksanaan akad wadi>’ah pada produk simpnan 
TAMASYA. 
Penelusuran yang telah dilakukan penulis terhadap analisa-analisa 
sebelumnya baik berupa buku, makalah, skripsi dan lain-lain di Jurusan 
Syariah  IAIN Surakarta maupun di kampus lain belum ada yang secara 
khusus membahas dan mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan 
analisi akad wadiah selama ini belum pernah dilakukan penelitian. 
Sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang “Analisis Akad 
Wadi>’ah pada Produk Simpanan TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar 
Matesih Kabupaten Karanganyar menurut Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-
MUI/IV/2000” dengan demikian penulis mencoba mengangkat judul skripsi 
tersebut. 
E. Landasan Teori 
Dalam bahasa Arab, wadi>’ah berarti titipan. Sedangkan dalam 
Kamus istilah fiqih, wadi>’ah berarti menitipkan sesuatu kepada orang lain 
berdasarkan amanah/kepercayaan agar dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara 
semestinya. Ulama Hanafiah menjelaskan, wadi>’ah adalah 
mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan 
ungkapan yang jelas, melalui tindakan mewakili orang lain untuk 
memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama 
Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah (jumhur ulama) menjelaskan bahwa 
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wadi>’ah adalah “mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu 
dengan cara tertentu”.10 
Wadi>’ah  merupakan (1) akad penitipan barang yang disepakati para 
pihak untuk dijaga oleh penerima titipan dan dikembalikan kepada 
pemiliknya ketika diminta atau (2) penitipan uang kepada lembaga 
keuangan syariah yang boleh digunakan oleh LKS atas izin penitip yang 
dalam fikih berstatus hukum sama dengan qardh.11 
Dilihat dari segi sifatnya, para ulama fiqh sepakat bahwa aqad 
wadi>’ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila seseorang 
dititipi barang oleh orang lain, dan akadnya telah memenuhi rukun dan 
syaratnya, maka pihak yang dititipi bertanggungjawab untuk memelihara 
barang titipan tersebut.12 
Dalam akad wadi>’ah ini dibagi menjadi dua yaitu wadi>’ah  yad} 
amanah dan wadi>’ah yad} d}amanah. Wadi’ah yad} amanah yaitu akad 
penitipan barang atau uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan 
menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan 
diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.13 
 Sedangkan wadi>’ah yad} d}amanah adalah bahwa penerima titipan 
diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari 
                                                             
10 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013)., hlm. 227 
11 Saat Suharto dkk, Pedoman Akad Syariah (PAS) Penghimpunan BMT Indonesia, 
(Penghimpunan BMT Indonesia, 2014)., hlm. xxv 
12  Masjupri, Buku Daras... hlm. 234. 
13 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: Raja 
Grafindo Perdasa, 2002)., hlm. 65  
13 
 
barang titipan tersebut. Keuntungan dari barang titipan itu dapat diberikan 
sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak boleh di 
perjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus 
bertanggungjawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau 
kehilangan.14 
Dalam wadi>’ah yad} d}amanah ini semua manfaat dan keuntungan 
yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi 
penerima titipan atau akad titipan (BMT) adalah penerima kepercayaan 
(trustee) yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan 
penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau 
kerusakan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Dan dalam wadi>’ah yad} 
d}amanah  ini mengandung makna bahwa sebagai pemegang amanah diberi 
izin untuk mengelola uang tersebut sepenuhnya menjadi milik BMT. Bila 
terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya milik BMT. 
Tetapi tidak ada halangan bila pihak BMT memberikan sebagian 
keuntungannya itu sebagai sekedar imbalan kepada pemilik uang. 
Sebaliknya bila terdapat kerugian pihak BMT wajib menggantinya.15 
Wadi>’ah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Giro. Didalamnya terdapat ketetapan ketentuan 
umum giro berdasarkan wadi>’ah yaitu wadi>’ah  bersifat titipan, titipan bisa 
diambil kapan saja (on call), dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, 
                                                             
14 Hermanto Widodo, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), 
(Bandung: Mizan, 1999)., hlm 51 
15 A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga... hlm. 65. 
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kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak 
bank. 
F. Metodologi penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 
Penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk mempelajari secara 
intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu 
unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga 
atau masyarakat.16 Dengan mengamati langsung aktivitas perkembangan 
produk-produk pembiayaan di BMT Prima Dinar, peneliti ini juga 
memilih rasponden yang dianggap tau dan di percaya untuk menjadi 
narasumber yang cukup relevan.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di KSPPS BMT “Prima Dinar” 
dengan alamat Jl. Karanganyar-Matesih Km. 07, Ngadiluwih, Matesih, 
Kabupaten Karanganyar.  
3. Sifat Penelitian   
Deskriptif merupakan laporan penelitian yang akan berisi kutipan-
kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 
tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 
                                                             
16 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2004), hlm. 46. 
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foto, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya.17 Metode 
yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu penelitian Deskriptif 
Analitis yang bertujuan menilai dan menganalisis apakah ada kesesuaian 
antara pelaksanaan akad wadi>’ah  pada simpanan TAMASYA KSPPS 
BTM Prima Dinar dengan teori akad wadi>’ah  dalam fiqih muamalah 
dan fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000. 
4. Sumber Data   
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.18 Data 
tersebut di dapat dari wawancara dengan manager dan para pegawai 
BMT Prima Dinar yang menangani pelayanan pengelolaan dana 
wadi>’ah. 
b. Sumber Data Sekunder   
Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh bukan di 
usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.19 Data ini di peroleh 
secara tidak langsung fungsinya yaitu memberikan keterangan 
tambahan, menggunakan surat atau dokumen-dokumen seperti 
brosur Simpanan TAMASYA, buku RAT, buku panduan BMT, 
surat Akta Pendirian BMT, dan tatacara peraturan simpanan 
TAMASYA. 
                                                             
17 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2006)., hlm: 11. 
18 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1996)., hlm: 55. 
19 Ibid., hlm: 56. 
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5.  Metode Pengumpulan Data   
Berdasarkan judul yang penulis kemukakan di atas, penulis 
memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa 
metode, antara lain:   
a. Metode Observasi   
 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi 
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Teknik pengumpulan 
data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar.20 Observasi yang 
dilakukan peneliti di sini adalah mengamati langsung dan secara 
jelas produk simpanan TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar.  
b. Metode Wawancara  
Metode wawancara/interview adalah pengumpulan data 
dengan cara bertanya langsung kepada responden.21 Dalam metode 
ini penulis menggunakan wawancara yang terstruktur/terarah 
sehingga narasumber diarahkan kepertanyaan-pertanyaan yang telah 
disusun oleh peneliti. Sehingga di peroleh jawaban yang relevan 
dengan tujuan penelitian. 
                                                             
20 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan”  (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.145. 
21 Masri Singarimdun dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1989)., hlm: 192. 
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c. Metode Dokumentasi   
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
rapat, dan sebagainya.22 Disini penulis mengumpulkan data-data 
berupa surat atau dokumen-dokumen seperti brosur Simpanan 
TAMASYA, surat Akta Pendirian BMT, buku agenda RAT, tatacara 
peraturan tabungan TAMASYA, dan buku panduan BMT. 
d. Metode Analisis Data   
Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
deduktif, yaitu suatu pola pikiran yang dimulai dengan mengambil 
kaidah-kaidah yang bersifat umum untukmendapatkan kesimpulan 
yang bersifat khusus.23 Dediktif disini diterapkan pada rumusan 
masalah yang kedua yaitu mengenai pandangan fatwa DSN-MUI 
terhadap sistem akad wadi>’ah  yang di terapkan pada simpanan 
TAMASYA. 
G. Sistematika Penulisan  
Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 
menyusun sistematika penulisan  sedemikian rupa sehingga dapat 
menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun 
sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 
                                                             
22 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekata n Praktek, ( Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.  
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Reasearch, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987), 
hlm. 36-37. 
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Pada BAB I  dalam bab ini mengandung pokok rancangan pemikiran 
skipsi yakni mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan 
teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.   
Pada BAB II merupakan gambaran umum, ini berisikan tentang awal 
pembahasan yakni  tentang teori-teori yang berkaitan tentang wadi>’ah    dan 
fatwa DSN-MUI yang digunakan untuk pembahasan obyek penelitian. 
Pada BAB III ini berisi gambaran umum tentang KSPPS BTM Prima 
Dinar produk-produk yang ada serta prinsip-prinsip akad yang digunakan 
dan gambaran umum tentang produk simpanan TAMASYA dengan akad 
wadi>’ah  di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih. 
Pada BAB IV ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 
ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang 
akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai analisis tentang akad wadi>’ah  
pada produk simpanan TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih.  
Yang terakhir BAB V yaitu penutup, bab Penutup ini terdiri dari 
kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi 
tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan produk simpanan 
TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM AKAD WADI>’AH   dan  
FATWA DSN-MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 
 
A. Gambaran Umum Akad Wadi>’ah   
1. Pengertian Wadi>’ah   
a. Secara Bahasa 
Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal 
dengan prinsip al- wadi>’ah. Al- wadi>’ah dapat diartikan sebagai 
titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun 
badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si 
penitip menghendaki.1 Wadi>’ah   atau petaruh ialah menitipkan suatu 
barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan 
menjaganya sebagaimana mestinya.2 
Wadi>’ah  itu diambil dari lafazh wad}’ al-sya’i (menitipkan 
sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang 
dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi 
dirinya dengan wadi>’ah  karena ia meninggalkannya pada pihak 
yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi>’ah  berarti sesuatu 
yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. 
Wadi>’ah   ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan 
                                                             
1  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), hlm. 85. 
2 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam ( Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: PT Sinar Baru 
Algensindo, 1994), hlm. 330. 
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harta untuk dipelihara dengan penerima yang merupakan mashdar 
dari awda’a (ida’) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang 
yang dititipkan.3 
b. Secara Istilah 
Pengertian wadi>’ah secara istilah, diantara para fuqaha terjadi 
perbedaan dalam redaksional; namun demikian, secara substantif 
pengertian wadi>’ah yang didefinisikan para fuqaha tersebut tidak 
jauh beda, diantaranya dikemukakan oleh: 
1) Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi>’ah dengan, 
“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik 
dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun 
melalui isyarat. “Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, 
“saya titipkan tas saya ini pada anda,” lalu orang itu menjawab, 
“saya terima”, maka sempurnalah akad wadi>’ah; atau 
seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan 
mengatakan, “saya titipkan buku saya ini pada anda”, lalu 
orang yang dititipi diam saja (tanda setuju).4 
2) Malikiyyah hampir mirip dengan Syafi’iyyah mengartikan 
wadi>’ah dengan perwakilan dalam menjaga harta yang 
dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu.  
                                                             
3 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan..., hlm. 2. 
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 351. 
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3) Hanabillah mengartikan wadi>’ah dengan akad perwakilan 
dalam penjagaan harta yang bersifat tabaruk  atau akad 
penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaan. 
Dari beberapa definisi diatas, maka secara kumulatif dapat 
disimpulkan bahwa wadi>’ah  memiliki dua pengertian. Pertama, 
pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan 
kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, 
sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar 
dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama wadi>’ah 
lebih diartikan sebagai tas}aruf yang diakukan oleh pemilik harta 
kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam 
pengertian yang kedua wadi>’ah lebih di artikan sebagai harta yang 
dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.5 
Penitipan barang dalam kontek KUHPerdata tejadi apabila 
seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat 
bahwa akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud 
asalnya. 
Menurut Sayid Sabiq penitipan barang adalah merupakan 
amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban 
pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat 
                                                             
5  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 3. 
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dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian 
riil. 
Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa 
yang dimaksud “akad wadi>’ah” adalah akad penitipan barang atau 
uang atntara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak 
yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, 
keamanan, serta keutuhan barang atau uang.6 
Dalam konteks akad secara umum, wadi>’ah ini dapat 
digolongkan kepada akad tabaruk, sama seperti akad hibah dan 
‘ariyah. Hal ini berarti bahwa wadi>’ah dilakukan oleh wadi>’ tanpa 
mengharapkan keuntungan materi apapun. Oleh karena itu, kalau 
wadi>’  merasa mampu memelihara dan memikul amanah, maka ia 
dianjurkan untuk menerimanya. Hal ini disebabkan muwad}a’ 
termasuk perbuatan menolong orang lain yang diperintah oleh Islam. 
Akan tetapi kalau tidak ada orang lain yang bisa memikul amanah 
tersebut wajib bagi orang yang diserahi untuk menerima wadi>’ah 
tersebut. Namun, dalam kondisi ini pihak yang dititipi berhak 
meminta imbalan atas jasa pemeliharaannya. Oleh karena itu, dapat 
dipahami bahwa sekalipun pada awalnya wadi>’ah itu bersifat 
tabaruk, tetapi dalam kondisi tertentu wadi>’  memiliki hak pula 
                                                             
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan 
Impementasi), (Yogyakarta: UGM Press Anggota IKAPI, 2010), hlm.143. 
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untuk meminta fee atas jasa penjagaan atau pemeliharaan atas harta 
orang lain.7 
2. Dasar Hukum 
Wadi>’ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-
menolong antara sesama manusia. Kewajiban untuk menjaga titipan 
dengan penuh amanah sangat ditekankan dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, 
dan dalam ijma’ para ulama. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut: 
a. Al- Qur’an 
Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 
transaksi dalam wadi>’ah adalah: 
1) An-Nisa’ 
: ءاسنلا( . . . اَهِلَْهأ َىِلإ ِتَاناََملأا اْوُّدُؤت َْنأ ْمُك ُرُم َْاي َهللا َّنِإ٨٥  
Artinya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan 
amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya...(An-Nisa’ 
ayat 58).8 
 
2) Al-Baqarah 
  . . . ُهَّبَر َهللا ِقََّتيْلَو َُهَتناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِ دَُؤيَْلف اًضْعَب ُمكُضْعَب َنَِمأ ِْنَإف . . .
:ةرقبلا(٣٥٢ )  
 
Artinya:  
... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
                                                             
7  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 4. 
8  Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010), hlm.128. 
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(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya 
...(Al-Baqarah ayat 283).9 
 
b. As-Sunnah 
Hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 
dalam wadi>’ah adalah: 
 َكَنََمْتأ ِنَم َىِلإ ََةن اََمَلأأ ََدأ َمَلَسَو ِهَْيلَع ُهللا َىلَص ُيِبَنلا َلَاق َلاََقةَرْيَرَهُْوَبأ ْنَع
 َكَن اَخ ْنَم ْنَُختلآَو 
Artinya: 
Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulallah SAW bersabda; 
“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak 
menerimanya dan jangan membalas khianat kepada yang telah 
mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini 
hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikan sahih).10 
 
c. Ijma’ 
Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan 
ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi>’ah karena kebutuhan 
manusia terhadap hal ini jelas terlihat11, akad wadi>’ah (titipan) 
hukumnya mand}ub (disunatkan) dalam rangka tolong-menolong 
sesama manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli fiqh Mahzab 
hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulallah sampai generasi 
berikutnya, wadi>’ah telah menjadi ijma’ amali yaitu konsensus 
                                                             
9  Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya jilid 1, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010) hlm. 71. 
10 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah... hlm, 86. 
11 Ibid,... hlm: 87. 
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dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang 
mengingkarinya.12 
3. Rukun dan Syarat Wadi>’ah 
Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam 
sebuah akad, sehingga jika ada salah satu rukun yang tidak dipenuhi, 
maka akad batal demi hukum dan padanya tidak mempunyai 
kekuatan mengikat secara hukum. Rukun dibedakan menjadi tiga 
macam, yaitu rukun menyangkut obyeknya, rukun menyangkut 
subyeknya, dan rukun menyangkut lafaz\nya.  
a. Menyangkut obyeknya 
Obyek yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah 
barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki 
menurut syara’. 
b. Menyangkut subyeknya 
Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, 
disyaratkan bagi penitip dan yang penerima titipan sudah baligh, 
berakal, seta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat 
berwakil. 
c. Harus ada lafaz 
Artinya penitipan barang harus diucapkan yaitu adanya 
penyerahan dari penitip dan ucapan penerimaan dari pihak 
                                                             
12  M. Ali Hasan, Berbagi Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
hlm. 247. 
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penerima titipan.13 Seperti: “Saya petaruhkan barang ini kepada 
engkau”. Jawabnya, “Saya terima petaruhmu”. Menurut 
pendapat yang sah tidak disyariatkan adanya lafaz\ kabul, tetapi 
cukup dengan perbuatan (menerima barang yang 
dipetaruhkan).14 
Menurut Hanafiyah rukun wadi>’ah ada satu, yaitu ijab dan 
qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak 
termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap 
sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas 
(syarih) maupun dengan perkataan samar (kinayah). Hal ini 
berlakuu juga untuk kabul, di syariatkan bagi yang menitipkan 
dan dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang 
menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila 
atau anak yang belum dewasa (s}abiy). Shigat ijab dan kabul al-
wadi>’ah, disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua 
belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.15 
4. Hukum Menerima Benda Titipan 
Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-
benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, 
secara lengkap dijelaskan sebagai berikut: 
                                                             
13  Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian... hlm. 145. 
14  Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam... hlm. 331. 
15  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 183. 
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a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya 
kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang 
dititipkan kepadanya. Al-wadi>’ah adalah salah satu bentuk 
tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam              
Al-Qur’an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. 
Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang 
lain yang pantas pula untuk menerima titipan. 
b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi 
seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan 
menjaga benda-benda titipan tersebut, sementara orang lain 
tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara 
benda-benda tersebut. 
c. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup 
memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini 
diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan 
menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan 
(peluang) kepada kerusakan atau kehilangannya benda-benda 
titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan. 16 
d. Makruh, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga 
barang titipan itu, akan tetapi dia was-was apakah nantinya dia 
dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang 
                                                             
16  Ibid., hlm.184. 
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diamanahkan kepadanya.17 Makruh ini bagi orang yang dapat 
menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya; boleh jadi 
dikemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat 
terhadap barang yang dititipkan kepadanya.18 
5. Ketentuan-Ketentuan Al- Wadi>’ah 
a. Tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila 
barang titipan itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan 
karena pelanggaran atau kelalaian dirinya.  
b. Masing-masing orang yang menitipkan dan orang yang 
menerima titipan itu berhak mengambalikan barang titipan 
kapan saja dia berkehendak. 
c. Orang yang menerima titipan itu tidak boleh mengambil 
manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam bentuk 
apapun kecuali atas izin dan keridhaan pemiliknya.  
d. Apabila berselisih dalam pengembilan barang titipan, maka 
perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menerima 
titipan disertai sumpahnya, kecuali jika orang yang menitipkan 
barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang 
menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang 
titipan kepadanya.19 
 
                                                             
17 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian... hlm. 144. 
18 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam... hlm. 330. 
19 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang 
Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2008), Hlm. 685. 
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6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan 
Pada dasarnya penitipan barang merupakan perjanjian yang 
dibuat dengan sifat kepercayaan, sehingga tidak mesti ada jaminan. 
Konsekuensinya apabila barang yang dititipkan musnah atau rusak, 
tidak ada kewajiban bagi pihak penerima barang titipan untuk 
menggantinya kepada pihak penitip, terkecuali apabila musnah atau 
rusaknya barang itu disebabkan kelalaian pihak penerima titipan. Hal ini 
didasarikan kepada Hadis Nabi Muhamma SAW:20 
 
)ةجام نبا( ِهَْيلَع َناَمَضَلآ ٍةَعْيِدَو َعِدُْوأ ْنَم 
Artinya:  
Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin 
 
Ada beberapa keadaan dimana wadi>’  (orang yang dititipi barang) 
berkewajiban untuk mengganti wadi>’ah yang rusak pada dirinya atau 
bahkan hilang. Kewajiban mengganti itu disebabkan wadi>’ dipandang 
telah melanggar ketentuan atau kesepakatan yang mesti dijalankan 
dalam melaksanakan akad wadi>’ah. Keadaan tersebut adalah sebagi 
berikut: 
a. Wadi>’ meninggalkan tugas memelihara harta titipan;  
b. Wadi>’ melanggar kesepakatan dengan muwad}i’ (orang yang 
menitipkan barang) tentang cara memelihara harta titipan; 
c. Wadi>’ menyerahkan harta titipan kepada pihak lain; 
                                                             
20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian... hlm.145. 
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d. Wadi>’  mengambil manfaat atas harta titipan ; 
e. Wadi>’  berpergian dengn harta titipan tanpa seizin muwad}i’; 
f. Wadi>’ mengingkari harta titipan kemudian mengakuinya.21 
Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda 
titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka 
ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat 
kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat 
bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara 
hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.22 
Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara 
benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang 
mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, 
maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib 
menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan para atsar 
bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. 
ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, 
sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada. 
Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat 
benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan 
tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan untung bagi yang 
menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika 
                                                             
21  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 6. 
22  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah... hlm. 184. 
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terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan 
benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena 
tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis 
oleh dirinya sendiri.23 
Apabila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat 
lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa 
pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya 
dengan cara wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, 
maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan 
agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting 
diantara masalah-masalah yang penting.24 
7. Macam-Macam Wadi>’ah 
Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam 
memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun 
akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi>’ah. Al-wadi>’ah 
merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya 
menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi>’ah yakni wadi>’ah 
yad} amanah dan wadi>’ah yad} d}amanah.25 
a. Wadi>’ah yad} amanah 
Adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima 
titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang 
                                                             
23 Ibid., hlm. 185. 
24 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam... hlm. 331. 
25  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah... hlm. 148. 
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dititipkan dan tidak bertanggung jawab tas kerusakan atau 
kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatab atau 
kelalaian penerima titipan.26 
Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad} amanah (tangan 
amanah) artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau 
kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan 
akhibat dari kelalain atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 
memelihara barang titipan (karena faktor-faktor yang diluar batas 
kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulallah dalam 
suatu hadis sebagai berikut:27 
“Jaminan pertanggungjwaban tidak diminta dari peminjam 
  yang tidak menyalahgunakan (peminjaman) dan penerima  
 titipan yang tidak lalai (akan titipan)”. 
 
Bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut. 
Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal 
barang tersebut hilang atau rusak kerena pencurian, kebakaran, 
kebanjiran atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan 
semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang 
tersebut. Kustodian atau bank wajib melindungi barang titipan 
tersebut dengan cara: 
1) Tidak mencampur atau menyatukan barang titipan tersebut 
dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut; 
                                                             
26  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 5. 
27  Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm. 8. 
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2) Tidak menggunakan barang tersebut;  
3) Tidak membebankan fee apa pun untuk penyimpanan barang 
tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa 
sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang 
dititipkan tidak boleh di campur, tetapi dipisahkan 
penyimpanannya. Misalnya, barang berupa uang hendaknya 
terpisah dengan barang berupa emas atau perak. 28 
Wadi>’ah yad} amanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan 
dan digunakan oleh penerima titipan; 
2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah 
yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang 
dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; 
3) Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk 
membebankan biaya kepada yang menitipkan. 
4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh 
dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang 
memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe 
deposit box. 
Mekanisme seperti diatas dapat digambarkan dalam diagram 
berikut ini: 
                                                             
28 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah... hlm. 352. 
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Keterangan: 
1. Penitip Barang 
2. Bebankan Biaya Penitipan 
Dengan konsep al- wadi>’ah yad} amanah, pihak yang 
menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan 
uang atau barang yang dititipkan Pihak penerima titipan dapat 
membebankan biaya kepada penitip sebagai baiaya penitipan.29 
b. Wadi>’ah yad} d}amanah 
Wadi>’ah yad} d}amanah adalah  akad penitipan barang atau 
uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin 
pemilik barang atau uang depat memanfaatkan barang atau uang 
titipan dan harus bertanggung jawab terhapap kehilangan atau 
kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan 
keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang 
titipan jadi hak penerima titipan.30 
                                                             
29  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah... hlm. 148. 
30  Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 5. 
Muwad}i’ 
(Penitip) 
 
Mustawd}a’ 
(Penyimpan) 
1 
2 
35 
 
Mengacu pada pengertian “yad} d}amanah” bank sebagai 
penerima simpanan, dapat memanfaatkan prinsip al-wadi>’ah 
untuk tujuan: 
1) Current account (giro); 
2) Saving account (tabungan berjangka). 
Sebagai konsekuensinya dari yad} d}amanah, semua 
keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut adalah 
milik bank (demikian juga penanggungan kerugian) sebagai 
imbalan si penyimpan mendapat jaminan keamanan akan 
hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. 
Sungguhpun demikian bank sebagai penerima titipan 
sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, 
tidak dilarang untuk memberikan semacam incentive berupa 
bonus dengan catatan tidak disyariatkan sebelumnya jumlahnya 
tidak di tetapkan dalam nominal atau prosentase secara advance, 
tetapi betul-betul kebijaksanaan dewan direksi. Hal ini sejalan 
dengan sabdah Rasulallah SAW:  
Diriwayatkan dari Abu Rafie, “ bahwa Rasulallah SAW 
pernah meminta  seseorang untuk meminjamkan seekor unta, 
maka diberikanya unta,  qurban, setelah selang beberapa 
waktu, Rasulallah SAW. Memerintahkan Abu Rafie untuk 
mengembalikan unta tersebut kepada si empunya, tetapi Abu 
Rafie kembali berbalik ke Rasulallah SAW, seraya berkata : Ya 
Rasulallah unta besar dan berumur empat tahun. Rasulallah 
SAW membalas sambil berkata berikanlah itu kerena 
sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika 
membayar”. (H.R. Muslim) 
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Dari semangat hadis diatas bonus sama sekali berbeda 
dengan bunga (interest) dalam prinsip dan sumber pengambilan, 
sungguhpun dalam praktek, nilai nominalnya mungkin akan 
lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. 
Dalam dunia perbankan moderen yang penuh dengan 
kompetisi insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai Banking 
Policy, dalam upaya untuk memangsa semangat menabung 
masyarakat, sekaligus juga sebagai indikator kesehatan bank 
terkait, karena semakin besar prosentase kentungan yang 
diberikan ke si penabung dalam bentuk bonus semakin efisien 
pula pemanfaatan dana tersebut dalm investasi yang produktif 
dan menguntungkan.31 
Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang 
dititipkan itu tetap berada didalam penyimpanan kustodian. 
Dalam hal ini, bank sebagai kustodian menganti barang yang 
dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut 
hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan 
nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan 
barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai 
dengan prinsip Syariah dengan syarat bank harus mengganti 
keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan 
penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang 
                                                             
31 Muhammad, Sistem dan Prosedur... hlm. 8-9. 
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merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan 
tanggungjawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada 
nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui 
sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasab secara 
sukarela.32 
Wadi>’ah yad} d}amanah ini memiliki karakteristik 
diantaranya harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat 
dimanfaatkan oleh menerima titipan. Karena dimanfaatkan, 
barang dan harta yang dititipan tersebut tentu dapat 
menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 
keharusan bagi penerima titipan untuk  memberikan hasil 
pemanfaatkan kepada si penitip. 
Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro 
dan tabungan Bank Konvensional membeikan jasa giro sebagai 
imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang ditetapkan. 
Adapun pada Bank Syariah, pemberian bonus (semacam jasa 
giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan 
dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda 
terima kasih dari pihak bank. 
Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan 
kewenangan manajemen Bank Syariah karena pada prinsipnya 
dalam akad ini penekananya dalah titipan. Produk tabungan juga 
                                                             
32 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah... hlm. 352. 
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dapat menggunakan akad wadi>’ah karena pada prinsipnya 
tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil 
setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan 
cek atau alat lain yang dipersamakan. 
Mekanisme wadi>’ah yad} d}amanah dapat digambarkan 
dalam skema berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1. Titip barang; 
2. Pemanfaatan dana; 
3. Bagi hasil; 
4. Beri bonus. 
Dengan konsep wadi>’ah yad} d}amanah, pihak yang 
menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang 
atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini 
mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat 
memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. 
Muwad}i’ 
(Penitip) 
 
Mustawda’ 
(Penyimpan) 
Users of fund 
(Pengguna Dana) 
1 
4 
2 3 
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Perbedaan antara jasa giro dan bonus:33 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari pembagian wadi>’ah diatas, maka dapat diketahui 
bahwa wadi>’ah  yang paling memungkinkan diimplementasikan 
dilembaga keuangan syariah adalah wadi>’ah yad} d}amanah. Hal 
ini sebabkan dalam wadi>’ah tersebut, lembaga keuangan 
syari’ah diperkenankan untuk memperdayakan harta atau uang 
yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak 
mungkin mengimplementasikan wadi>’ah  yad} amanah, karena 
wadi>’ah  ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan pada 
lembaga keuangan syariah. Apabila wadi>’ah  ini yang 
digunakan maka lembaga keuangan syariah akan lahir menjadi 
                                                             
33  Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah... hlm. 149-150. 
No. Jasa Giro Bonus (athaya) 
1. Diperjanjikan. Tidak diperjanjiakn 
2. Disebutkan dalam akad. Benar-benar merupakan 
budi baik bank 
3. Ditentukan dalam 
persentase yang tetap. 
Ditentukan sesuai 
dengan keuntungan riil 
bank. 
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lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syariah itu sendiri 
merupakan lembaga bisnis atau lembaga investasi.34 
Dewasa ini banyak bank-bank Syariah di dalam ataupun 
luar negri telah berhasil mengkombinasikan prinsip al- wadi>’ah   
dengan prinsip al-mud}arabah. Kombinasi ini berarti besarnya 
bonus ditentukan oleh dewan direksi dalam prosentase dari 
keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi>’ah tersebut 
dalam suatu periode tertentu.35  
8. Perubahan Sifat Akad Wadi’ah 
Akad wadi>’ah dapat berubah sifatnya, dari sifat amanah menjadi 
dhamanah. Para ulama fiqih mengemukakan beberapa tindakan yang 
mengakibatkan perubahan sifat tersebut antara lain: 
a. Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Apabila 
seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha 
mencegahnya, pada hal ia mampu, maka ia dianggap melakukan 
kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban 
baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan kewajiban membayar ganti 
rugi (d}amam). 
b. Barang titipan dititipkan lagi oleh pihak kedua kepada orang lain 
yang bukan keluarga dekat dan bukan pula orang yang menjadi 
tanggungjawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam 
                                                             
34 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan... hlm. 5. 
35 Muhammad, Sistem dan Prosedur... hlm. 9. 
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kasus seperti ini, maka orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dikenakan ganti rugi, 
karena kewajiban memelihara barang titipan terpikul di pundaknya.36 
c. Barang titipan itu di manfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam 
kaitan ini ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang 
dititipi barang menggunakan barang titipan dan setelah digunakan 
barang titipan dan setelah digunakan barang itu rusak, maka orang 
yang dititipi wajib ganti rugi, sekalipun kerusakan itu disebabkan 
faktor lain di luar kemampuannya. Alasan mereka adalah, karena 
barang titipan itu dititipkan hanyalah untuk dipelihara, bukan untuk 
digunakan. Karena itu, dengan memanfaatkan barang titipan 
wadi>’ah  boleh dianggap batal. Atau dengan kata lain, pemanfaatan 
barang titipan, menurut mereka, berarti suatu pengkhianatan. 
Misalnya, yang dititipkan itu sebuah mobil, lalu orang yang dititipi 
mempergunakannya. Apabila mobil itu kemudian mengalami 
kerusakan, maka ia dikenakan ganti trugi. 
d. Orang yang dititipi wadi>’ah mengingkari wadi>’ah itu. Apabila 
pemilik barang meminta kembali barang titipan kepada orang yang 
ia titipi, lalu yang dititipi mengingkarinya atau 
menyembunyikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini di 
sepakati seluruh ulama fiqih. 
                                                             
36 Masjupri, Buku Daras... hlm. 236. 
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e. Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan itu dengan 
miliknya sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama 
berpendapat apabila barang itu sulit untuk dipisahkan maka 
pemiliknya berhak meminta ganti rugi. Tetapi jika barang itu bisa 
dipisahkan, maka pemilik barang dapat mengambil barang miliknya. 
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani, dalam 
kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, 
barang itu dapat dijual semuanya, dan kemudian ia mengambil uang 
dari hasil penjualannya senilai barang titipannya. 
f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. 
Misalnya, pemilik barang mensyaratkan barang itu dipelihara atau 
diamankan dirumah, kantor, atau dalam brankas, tetap syarat itu 
tidak dipenuhi oleh orang yang dititipi. Apabila barang itu rusak atau 
hilang, maka ia dikenakan ganti rugi, kecuali tempat pindahan itu 
sama dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang 
g. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi 
melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa 
barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh 
meminta ganti rugi. 
Adapun berkaitan dengan imbalan jasa yang diterima oleh 
pemilik titipan berupa bunga dari pihak bank, terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan ulama. Jika barang titipan itu dimanfaatkan, 
kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak, 
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maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keuntungan itu harus 
dishadaqahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fiqih Maliki, mengatakan 
bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi (bank), atau 
menjadi milik penitip. Akan tetapi, ulama Malikiyah lainnya 
menyatakan bahwa keuntungan itu diserahkan ke Baytul Mal. 
Sedangkan masalah yang menyangkut biaya peliharaan barang 
(biaya administrasi) merupakan tanggungjawab pemilik barang atau 
uang, karena pihak yang dititipi hanya bertugas memelihara, sedangkan 
biaya pemeliharaan dibedakan kepada pemilik barang.37 
Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima 
simpanan tidak lagi meng-idel-kan assets tersebut tetapi 
mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Untuk itu 
ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian 
mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin untuk 
mengmbalikan asset tersebut secara utuh manakala si pemberi titipan 
menghendakinya, dengan demikian ia tidak lagi yad} d}amanah tetapi 
“yad} ad}-d}amanah” (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas 
segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.38 
 
 
 
                                                             
37  Ibid., hlm. 237-239. 
38  Muhammad, Sistem dan Prosedur... hlm. 8. 
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9. Berakhirnya Akad Wadi>’ah   
Akad wadi>’ah  dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:  
a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika 
pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang 
yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad wadi>’ah 
adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya 
barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang 
dititipi kepada pemiliknya. 
b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang 
titipan. Akad wadi>’ah  ini berakhir dengan kematian salah satu 
pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua 
pihak yang melakukan akad. 
c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini 
mengakibatkan berakhirnya akad wadi>’ah  karena hilangnya 
kecakapan untuk membelanjakan hartanya. 
d. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mah}jur) karena 
kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta 
karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga 
kemaslahatan kedua pihak. 
e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang 
lain. Akad wadi>’ah ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan 
45 
 
benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jualbeli, 
hibah maupun yang lain.39 
B. Fatwa DSN-MUI tentang Wadi>’ah   
1. DSN-MUI 
Dewan Syariah Nasional (DSN) di bentuk pada tahun 1997 dan 
merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan 
Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan 
Sekertaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan 
Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa 
anggota. 
Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga 
keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Untuk keperluan 
tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari 
sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan 
bagi DSN pada lembaga-lembaga keuangan syaria dan menjadi dasar 
pengembagan produk-produknya.  
Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-
produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. DSN dapat 
memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang 
bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.40 
                                                             
39 Wahab Al-Zuhailli, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 5, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), hlm.563. 
40 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah... hlm. 236 
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2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wadi>’ah   
a. Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro 
Pertama: Giro ada dua jenis: 
1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang 
berdasarkann perhitungan bunga. 
2) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mud}arabah dan Wadi>’ah  . 
Kedua: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mud}arabah 
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai s}ah}ibu almaal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mud}arib atau 
pengelola dana. 
1) Dalam kapasitasnya sebagai mud}arib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengambangkannya, termasuk di dalamnya mud}arabah dengan 
pihak lain. 
2) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
3) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah} 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
4) Bank sebagai mud}arib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah} keuntungan yang menjadi haknya. 
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5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah} keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga: Ketentuan Umum Giro berdasarkan wadi>’ah: 
1) Bersifat titipan 
2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call) 
3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.41 
b. Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat 
Wadi>’ah Bank Indonesia (SWBI). 
Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang 
Sertifikat Wadi>’ah Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai 
berikut: 
Pertama: 
1) Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menertibkan 
instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan 
Sertifikat Wadi>’ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat 
dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan 
likuiditasnya. 
2) Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad 
wadi>’ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-
                                                             
41 Masjupri, Buku Daras... hlm. 243. 
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MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DsN-
MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 
3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyariatkan, kecuali 
dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari 
pihak Bank Indonesia. 
4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan. 
Kedua:  
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 
63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
(SBIS). 
c. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat 
Bank Indonesia Syariah (SBIS). 
Pertama: Ketentuan Umum 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga 
dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 
berjangka waktu pendek berdasarkan Prinsip Syariah. 
Kedua: Ketentuan Khusus 
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen 
pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi 
kebutuhan oprasi pasar terbuka (OPT). 
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1) Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS 
sesuai dengan akad yang dipergunakan. 
2) Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada 
pemegangnya pada saat jatuh tempo. 
3) Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan 
dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil. 
Ketiga: Ketentuan Akad 
1) Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS 
adalah akad: 
a) Mud}arabah (muqaradhah)/Qiradh 
b) Musyarakah  
c) Ju’alah 
d) Wadi>’ah 
e) Qard} 
f) Wakalah 
Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga 
angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa 
DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.42 
 
                                                             
42 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah... hlm. 353-354. 
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BAB III 
SISTEM PELAKSANAAN AKAD WADI>’AH   
DI KSPPS BMT PRIMA DINAR 
 
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Prima Dinar  
1. Sejarah dan Latar Belakang KSPPS BMT Prima Dinar  
Masalah perekonomian memanglah sesuatu yang umum dan 
bervariasi dalam masyarakat, perbedaan dan ketimpangan sosial 
menjadi salah satu yang paling populer dimana masyarakat yang 
berkemampuan ekonomi lebih akan selalu selangkah lebih maju dalam 
masalah ekonomi dan semakin mendominasi. 
Pada tahun 1997 saat terjadinya krisis diberbagai bidang dan 
lapisan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial 
yang mengakibatkan banyaknya timbul perselisihan di dalam 
masyarakat itu sendiri. 
Berawal dari gagasan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 
Indonesia) tentang bagaimana umat islam dalam menjawab persoalan 
krisis tersebut sehingga lahirlah gagasan tentang BMT.1 BMT (Baytul 
Mal Wat Tamwil) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan 
sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baytul mal, 
sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baytul tamwil. 
Sebagai lembaga sosial, baytul mal memiliki kesamaan fungsi dan 
                                                             
1 Harwandi, Pengawas Syariah KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 
April 2017 jam 08.00-08.45WIB. 
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peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, baytul mal 
ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi 
LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih 
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-
pinjam.2 Sehingga gagasan tersebut berimbas di daerah Karanganyar 
sehingga terbentuklah 33 BMT yang di prakarsai oleh pimpinan 
Muhamammadiah dan ICMI Orsat Karanganyar. Dari sana lah para 
tokoh islam di Ngadiluwih memiliki gagasan bagaimana agar 
masyarakat dari berbagai status sosial dapat saling gotong royong 
membentuk sebuah perekonomian yang baik sehingga ketimpangan 
ekonomi dapat diminmalisir dengan sedemikian rupa. 
Maka dari itu pada tahun 1998 para tokoh islam di Ngadiluwih 
mendirikan koperasi untuk membangun perekonomian masyarakat dari 
sanalah BMT Prima Dinar Ngadiluwih muncul sebagai wadah yang 
merangkul berbagai kalangan masyarakat. Dengan modal dasar sumber 
setoran pokok pada anggota pendiri. 
Perkembangan BMT di sekitar Karanganyar ternyata tidak 
sesuai harapan. BMT-BMT banyak yang gulung tikar karena kesulitan 
modal, penerapan sistem yang belum maksimal, kompetensi 
kepemimpinan yang masih kurang dan lain sebagainya. 
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka langkah awalnya 
melakukan pembaharuan manajemen di BMT Prima Dinar. Selain 
                                                             
2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal..., hlm. 120. 
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berdiri sendiri untuk memperkokoh lembaga keuangannya BMT Prima 
Dinar mengakul BMT-BMT yang masih berdiri kokoh di era BMT 
yang mulai turun ketenarannya, seperti BMT Wahyu Sejati, BMT 
Mu’amalat, dan BMT Barokah. Dengan langkah tersebut BMT-BMT 
ini menyatu dan mengubah manajemennya secara menyeluruh menjadi 
sebuah grup yaitu “Dinar Group”. Sehingga BMT-BMT yang tadinya 
mulai gulung tikar, sekarang mulai sedikit demi sedikit bangkit lagi 
karena banyak dukungan dari berbagai pihak. Begitu juga dengan 
BMT Prima Dinar yang menjadi tolak ukur dari BMT-BMT yang ada 
di Karanganyar. 
BMT Prima Dinar awal mula didirikan belum memiliki kantor 
sendiri. BMT mengontrak salah satu rumah warga yang ada di sekitar 
Ngadiluwih, pertama didirikan BMT mengontrak rumah Bapak Samsul 
yang beralamatkan di desa Margomulyo, kemudian pada tahun 2000 
BMT pindah kantor ke rumah kontarkan  Bapak Drs. Nurudin di 
Maron, desa Bolong Karanganyar. Selanjutnya BMT semakin 
berkembang pada tahun 2001 pindah kantor yang lebih memadai dan 
startegis yaitu di rumah Bapak H.Suparjo Sidomulyo, desa 
Ngadiluwih, Matesih. Pada tahun 2002 BMT Prima Dinar 
mengembangkan wilayah usahanya dan berhasil membuka 2 kantor 
cabang yaitu: 
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a. Cabang Tawangmangu, dibuka tanggal 15 Maret 2002 (1 
Muharam 1423 H) dengan alamat jalan Lawu nomor 112 
Tawangmangu. Manager cabang Widodo, Ama. 
b. Cabang Jaten, dibuka tanggal 4 Oktober 2002 (27 Rajab 
1423 H) dengan alamat jalan raya Solo-Tawangmangu Km 
9 Jaten Karanganyar. Manager Sungkono 
Kemudian pada tahun 2014 barulah KSPPS BMT Prima Dinar 
memiliki kantor pusat sendiri yang stategis, luas, nyaman, dan 
terstandarisasi yang sangat layak yang beralamatkan di                                          
Jl. Karanganyar-Matesih Km. 07, Ngadiluwih, Matesih, Kabupaten 
Karanganyar.3 
Nama BMT Prima Dinar sendiri mengalami banyak perubahan 
nama. Pertama kali namanya dikenal dengan BMT Dadapan karena 
berlokasikan di desa Mergomulyo, Dadapan untuk memudahkan 
masayarakat sekitar menyebutnya. Selanjutnya pada 2004 berubah 
nama menjadi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang sebelumnya 
dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Setelah 
19 tahun  berubah status lagi menjadi (Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah) KJKS BMT Prima Dinar. Dan pada tahun 2016 hingga 
                                                             
3 KSPPS BMT Prima Dinar Ngadiluwih Matesih Kabupaten Karanganyar “Sejarah”, 
dikutip dari http://bmtprimadinar.blogsport.com/2013/04/sejarah-perkembangan-bmt-prima-
dinar.html?m=1,  diakses 28 Maret 2018. 
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sekarang namanya dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Prima Dinar.4 
2. Tujuan didirikannya KSPPS BMT Prima Dinar  
Selarah dengan jargon dari BMT yaitu BMT Prima Dinar 
membangun masyarakat madani, maka terlihat jelas tujuan BMT 
Prima Dinar didirikan adalah gerakan untuk membangun ekonomi 
masyarakat  dalam rangka pemberdayaan umat disekitar desa 
Ngadiluwih pasca terpuruknya perekonomian pada tahun 1998 
khususnya dalam bidang ekonomi.5 
3. Nilai Dasar, Visi, dan Misi 
a. Nilai Dasar 
1) Tujuan utama kami adalah beribadah kepada Allah SWT 
2) Fungsi utama kami adalah sebagai mujahid ekonomi Islam 
3) Tugas utama kami adalah mewujudkan transaksi syariah yang 
saling menguntungkan 
4) Kewajiban kami adalah meningkatkan kesejahteraan umat. 
b. Visi 
Kami akan menjadi lembaga keuangan syariah yang 
profesional dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya 
meningkatkan ekonomi umat dan di rid}a Allah SWT. 
 
                                                             
4 Murdadi, Manager KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 
2017 jam 10.00-10.45WIB. 
5 Murdadi, Manager KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 
2017 jam 10.00-10.45WIB. 
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c. Misi 
1) Kami harus mengedepankan akhlakul karimah 
2)  Kami harus bekerja secara profesional 
3) Kami harus berpihak pada ekonomi mikro 
4) Kami harus menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.6 
4. Data Kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar  
a. Nama Induk Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan  
       Pembiayaan Syariah (KSPPS)  
       Baytul Mal Wat Tamwil (BMT)  
       Prima Dinar. 
b. Status Lembaga   : Koperasi Simpan Pinjam dan  
      Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
c. Nomor Badan Hukum : 048.b/BH/PAD/518.2/1/2016  
      pengesahan akta pendirian 5 Januari
      2016 
d. Alamat BMT  : Jl. Karanganyar-Matesih Km. 07,  
     Ngadiluwih, Matesih, Kabupaten 
     Karanganyar.7 
5. Struktur Kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar  
a. Pengurus 
Kompisisi kepengurusan periode 2013-2018 adalah: 
1) Ketua : Safrudin, S.Pd. 
                                                             
6 Buku Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan Tutup Tahun 2017 KSPPS BMT Prima 
Dinar, Sabtu, 24 Februari 2018, hlm. 16.  
7 Akta Pendirian KSPPS BMT Prima Dinar 
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2) Sekertaris : Sulamta, S.Pd. 
3) Bendahara : Sarwana, S,H. 
b. Pengawas 
Keberadaan Badan Pengawas Managemen tidak di isi 
karena peran dan fungsinya dijalankan oleh anggota pengurus 
dimana operasional penuh diserahkan kepada pengelola. 
Sedangkan komposisi Badan Pengawas Syariah adalah, 
sebagai berikut: 
1) Ketua : H. Zainudin, BA 
2) Anggota : (1) Drs. H. Ibnu Hajar 
     (2) H. Harwandi, S.Pd. 
c. Pengelola 
Komposisi terakhir dalam jajaran pengelola adalah 
sebagai berikut: 
1) Manager Utama  : Murdadi, S.Ag. 
2) Manager Baytul Mal : Mulyadi, A.Ma.Pd. 
3) Manager Cabang  : (1) Widodo, Ama. 
  (2) Sungkono 
4) Pembukuan   : Tri Herawati, A.Md. 
5) Pemasaran  : (1) Usman Mutaqin 
  (2) Wardoyo, S.E. 
        (3) Joko Rahmanto 
  (4) Suwarno 
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(5) Lilik Tri, S.Pd. 
(6) Reni Setyowati 
(7) Sularto 
(8) Sugeng Riyadi, S.E. 
(9) Sony Nugraha, S.E. 
(10) Hasan 
6) Administrasi    :  (1) Suwarsi 
(2) Titah Rusdiati 
(3) Binti Isminamah 
(4) Suci Handayani 
(5) Rizkiyah Desi.8 
6. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus KSPPS                     
BMT Prima Dinar 
Pembahasan kali ini akan diuraikan tentang tugas dan 
tanggung jawab masing-masing bagian yang terkait dalam sistem 
operasional dalam KSPPS BMT Prima Dinar Ngadiluwih antara lain 
sebagai berikut: 
a. RAT (Rapat Anggota Tahunan) 
Rapat Anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam 
BMT Prima Dinar yang diadakan setiap tahun sekali dan di hadiri 
oleh semua anggota dan pejabat yang mempunyai kepentingan 
didalamnya. Dalam rapat ini membahas persoalan yang timbul 
                                                             
8 Buku Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan..., hlm. 11-13. 
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dalam kegiatan BMT dan kemudian di cari jalan keluar penyelesian 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rapat anggota ini 
memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut: 
1) Menetapkan Anggaran Dasar (ART) 
2) Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, 
manajemen dan usaha BMT 
3) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan 
pengawas dalam melaksanakan tugasnya 
4) Menentukan pembagian sisa hasil usaha. 
RAT terahir pada periode tahun 2017 di laksanakan pada 
tanggal 24 Februari 2018. 
b. DPS (Dewan Pengawas Syariah) 
Dewan ini bertugas mengamati dan mengawasi operasional 
BMT Prima Dinar dan produk-produknya agar sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan syarat islam, yaitu dengan mengawasi secara 
teliti bagaimana bantuk-bentuk akad yang dilaksanakan oleh BMT 
Prima Dinar dan bertanggung jawab atas produk dan jasa yang 
ditawarkan kepada masyarakat atau investasi atau bentuk lainnya 
yang ditangani BMT agar sesuai dengan prinsip Syariah. 
c. Manager Utama 
Tugas direktur yaitu memimpin dan mengawasi kegiatan 
BMT sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang disetujui 
oleh DPS dan bertanggungjawab tehadap operasional BMT 
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khususnya dalam hubungannya dengan pihak-pihak eksteren dan 
Rapat Umum Saham (RUPS). 
d. Acconting 
Tugasnya menyusun laporan keuangan, mengarsip dan 
menyimpan semua berkas-berkas serta bertugas dalam pembuatan 
laporan kepusat dan lain sebagainya. 
e. Funding 
Bertugas menyusun rencana target yang ingin dicapai, 
untuk memobilisasi dana yang masuk agar mencapai hasil yang 
optimal, mengumpulkan dana masyarakat sesuai dengan funding 
yang ada, menerima permohonan pembiayaan, melakukan analisa 
ketempat pembiayaan, mengajukan persetujuan pembiayaan 
kepada pemimpin, memberikan pembinaan kepada nasabah 
pembiayaan dan membuat laporan. 
f. Marketing 
Tugasnya membuat rencana target baik produk funding 
maupun financing dan harus sesuai dengan rencana kerja 
operasional BMT. Memasarkan produk dengan melalui bermacam-
macam media pemasaran baik media elekronik, cetak, pertemuan-
pertemuan, pengajian-pengajian dan lain sebagainya. 
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g. Teller 
Bertugas melayani transaksi dan konsultasi dari nasabah 
yang datang langsung ke BMT, serta mengatur dan memelihara 
posisi uang kas yang ada dalam BMT Prima Dinar.9 
7. Produk dan Jasa KSPPS BMT Prima Dinar 
a. Produk Simpanan 
1) Simpanan Prima Dinar 
Simpanan Prima Dinar merupakan sistem tabungan biasa 
yaitu anggota menabung setoran awal minimal Rp. 10,000 dan 
kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 5,000. tabungan ini 
dapat di ambil sewaktu-waktu. 
2) Simpanan Berjangka Prima Dinar  
Simpanan berjangka Prima Dinar ini sistemnya seperti 
deposito. Anggota harus menyetor uang sekian atau sudah di 
tentukan dari BMT kemudian tabungan ini di tahan untuk 
dikelola BMT kemudian anggota mendapat bagihasil sesuai 
prosentase dari berapa banyak tabungannya dan berapa lama 
anggota mendepositkannya. Simpanan ini tidak dapat di ambil 
sewaktu-waktu atau dapat di ambil menurut ketetapan periode 
berakhirnya tabungan tersebut, lawa waktu satu periode 3 bulan 
jika sudah berakhir periode tidak diambil maka akan otomatis 
di perpanjang 3 bulan selanjutnya. 
                                                             
9 Murdadi, Manager KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 
2017 jam 10.00-10.45WIB. 
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3) Simpanan TAMASYA 
Merupakan salah satu produk unggulan di KSPPS BMT 
Prima Dinar karena dalam simpanan ini sudah memiliki 
kelompok besar yang satu kelompok saja mencapai 200 orang. 
Sistem dari simpanan TAMASYA ini yaitu: anggota wajib 
menabung setiap bulannya Rp. 100.000 selama 40 bulan. 
Kemudian setelah bongkaran pada bulan ke 41 tadi anggota di 
bagi uang pokok tabungan di tambah hadiah berupa tiket 
tamasya beserta uang saku. 
4) Simpanan Ta’a>wun  
Tabungan ta’a>wun sama persis dengan tabungan arisan. 
Sistem dari tabungan ini adalah anggota menabug setiap 
bulannya Rp. 50,000, kemudian tabungan dapat di ambil 
setelah akhir periode. Setiap periode ada 30 bulan, dan anggota 
akan mendapat bagi hasil disetiap periodenya. 
5) Simpanan Isykarima 
Tabungan isykarima ini juga berlaku pengambilan setiap 
periode. Di tabungan ini anggota menabung setiap bulan 
sebesar Rp. 100,000, dan dapat diambil setiap periode. Lama 
satu periode adalah 2 tahun dan ada yang 4 tahun. 
6) Simpanan Qurban 
Simpanan qurban ini merupakan salah satu simpanan 
yang cukup banyak peminatnya. Karena tabungan ini menjadi 
62 
 
wadah masyarakat untuk menyisihkan sedikit-demi sedikit di 
setiap bulannya untuk beramal di hari raya Idul Adha yaitu 
dengan berqurban. Simpanan qurban anggota di wajibkan 
menabung di setiap bulannya ada yang Rp. 100,000 dan Rp. 
200,000. simpanan ini di ambil atau di kembalikan ke nasabah 
jika sudah ber akhir satu periode yaitu selama 1 tahun. 
b. Produk-Produk Pembiayaan 
1) Pembiayaan Mud}arabah 
Akad kerja sama antara anggota dengan pihak BMT, 
dimana BMT menyediakan dana untuk di kelola anggota, 
kemudian dari keuntungan yang di peroleh di bagi dua untuk 
BMT dan anggota. Dalam hal ini BMT harus lebih ketat 
penjagaannya karena walaupun dalam akad ini menggunakan 
prinsip kepercayaan tetap lah di landasi dengan kewaspadaan. 
2) Pembiayaan Musyarakah 
Ikatan kerjasama antara pihak BMT dengan anggota 
yang berserikat dalam kegiatan usaha tertentu dimana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana tertentu dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakat tersebut. 
3) Pembiayaan Murabah}ah  
Pembiyaan Murabah}ah ini merupakan jenis jualbeli barang 
dengan pembayaran yang di tangguhkan. Ketentuan dalam 
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pembiayaan ini yaitu: BMT menyediakan dana pembiayaan 
berdasarkan prinsip jual beli, selanjutnya anggota di beri 
pilihan ingin dibelikan oleh pihak BMT atau membelinya 
sendiri, kemudian nota dari pembelian tersebut diberikan pada 
BMT. 
4) Pembiayaan Ijarah 
Akad ijarah ini merupakan akad sewa menyewa antara 
pihak BMT dengan anggotanya. BMT memiliki suatu barang 
kemudian ada anggota yang ingin meminjamnya, maka barang 
tersebut dipinjamkan dan anggota dikenai biaya sewa barang 
milik BMT tersebut. 
5) Pembiayaan Salam 
Akad salam ini merupakan salah satu bentuk jualbeli 
antara BMT dengan nasabah, dimana nasabah ini menyebutkan 
klasifikasi barang yang diinginkan, kemudian pihak BMT 
mencarikan barang yang di inginkan oleh anggota tersebut, 
namun anggota harus membayar uang dari pembelian barang di 
awal akad. 
6) Pembiayaan Istis}na’  
Dalam pembiyayaan istis}na’ ini pihak BMT sebelumnya 
memiliki kerja sama dengan sejumlah pihak yang memproduksi 
suatu barang. Kemudian jika suatu saat ada anggota 
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menginginkan barang tersebut untuk di carikan maka pihak 
BMT langsung akan membeli dari pengrajian ini tadi. 
7) Pembiayaan Qard}ul H}asan 
Pembiayaan qard}ul H}asan ini merupakan pembiayaan 
yang di berikan BMT kepada pihak yang membutuhkan dengan 
kriteria tertentu. Pembiayaan ini bersifat sosial, sehingga 
peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman 
tanpa imbalan jasa.10 
8. Rencana Kerja KSPPS BMT Prima Dinar 
KSPPS BMT Prima Dinar merupakan salah satu lembaga yang 
sudah  melegenda di kalangan BMT-BMT di Karanganyar. Maka dari 
itu BMT Prima Dinar harus memiliki target yang harus di capai di tiap 
tahunnya. Dibawah ini terdapat rencana target hasil dari RAT tahun 
2017 yang di laksanakan pada 24 Februari 2018, yaitu sebagai berikut: 
a. Bidang Organisasi dan Kelembagaan 
1) Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi yang solid antara 
pengawas, pengurus, dan pengelola pada evaluasi perbulanan, 
semester, dan akhir tahun. 
2) Melaksanakan tugas monitoring dan pengawasan managemen 
secara ritun dan berkala melalui kunjungn rutin kesemua 
kantor. 
                                                             
10 Hasan, Pemasaran di KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 
2017 jam 06.00-06.45WIB. 
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3) Menerapkan Pedoman Kerja (SOP) bagi semua steakholder 
dan karyawan. 
4) Melaksanakn tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai job 
diskription masing-masing karyawan. 
5) Menciptakan kinerja team work yang baik. 
6) Ikut berperan aktif untuk kemajuan dan pergerakan BMT 
yang tergabung dalam anggota Majelis Pemimpin Daerah 
(MPD) korda Karanganyar. 
b. Bidang Administrasi dan Keuangan 
1) Menyusun rencana anggaran dan pendapatan yang rasional 
melalui evaluasi program tahun sebelumnya dan proyeksi ke 
depan berdasarkan standart ratoi keuangan. 
2) Pemenuhan targer-target financing, funding dan penanganan 
NPF. 
3) Mengatur dan mengontrol likuiditas harian. Mingguan, 
bulanan, dan kewajiban pada pihak ketiga. 
4) Sukses produk simpanan Isykarima, simpanan TAMASYA, 
ta’a>wun  yang di ikuti oleh anggota. 
5) Menjalin hubungan yang baik dengan lembaga keuangan lain 
sebagai mitra kerja. 
6) Pertumbuhan asset 2 Milyard. 
7) Meningkatkan pendapatan SHU 10%Optimalisasi peran 
komite pembiayaan. 
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c. Bidang SDM 
1) Melakukan penambahan pengelola dibagian marketing 
sebanyak 2 orang. 
2) Mengikuti program pelatihan, training maupun seminar 
pengelola sesuai job disetiap kesempatan. 
3) Pemberian reward, panisment dan rolling pengelola jika 
diperlukan. 
4) Mengadaka kajian dan motivasi setiap hari sabtu bagi 
semua pengelola bertempat dikantor pusat untuk 
peningkatan kinerja dan amalan ruhiyah. 
5) Mengadakan kajian pagi setiap Senin dan Jum’ad di 
masing-masing kantor cabang untuk meingkatkan amalan 
ruhiyah. 
6) Memberi peluang dan fasilitas untuk kegiatan olahraga 
dalam rangka menjaga keseimbangan fisik dan kesehatan 
mental. 
7) Mengikut sertakan pengelola dalam program kesehatan 
pemerintah berupa BPJS Kesehatan. 
8) Mulai melakukan penyisihan dana untuk program Dana 
Purna Karya bagi karyawan. 
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d. Bidang Standarisasi Quality Syistem Pelayanan 
1) Melaksanakan standart pelayanan melalui pengukuran 
batas waktu pada pelayanan costomer sehingga akan 
mendapatkan kepastian bagi anggota. 
2) Mewujudkan sistem layanan yang accountable dan 
transparan yang dapat di kontrol dan 
dipertanggungjawabkan pada anggota. 
3)  Mewujudkan sistem pelayanan yang mengacu pada 
pelayanan prima (senyum, santun, ramah dan beretika) 
4) Pelayanan administrasi yang berbasis program IT. 
e. Bidang pemasaran 
1) Peningkatan strategi pemasaran produk pembiayaan dan 
simpanan. 
2) Melakukan sosialisasi kemasyarakat untuk lebih 
mengoptimalkan pemasaran produk. 
3) Penyesuaian produk pembiayaan dan simpanan anggota 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
4) Menjalin kominukasi dan kerjasama dengan lembaga lain 
untuk pemasaran produk 
5) Meningkatkan pelayanan kepada anggota. 
f. Bidang Sarana dan Prasarana 
1) Memaksimalkan pemanfaatan gedung baru sebagai pusat 
pengendali Managemen. 
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2) Melakukan standarisasi slip, brosur dan barang cetakan. 
3) Penambahan alat kelengkapan kantor yang diperlukan. 
4) Memaksimalkan pemanfataan inventaris untuk menunjang 
produktifitas. 
5) Renovasi kantor Jaten untuk kenyamanan dan peforma 
kantor. 
6) Proses kontrak ulang kantor Tawangmangu yang sudah 
mendekati habis masa sewa. 
7) Pemenuhan kesedianan barang cetakan dan prasarana 
kantor sesui kebutuhan.11 
9. Kinerja KSPPS BMT Prima Dinar 
Dalam perkoperasian, pertumbuhan dan perkembangan usaha 
merupakan suatu target yang harus dicapai di setiap tahunnya dan di 
harapkan selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Saat ini 
KSSPS BMT Prima Dinar tergabung dengan perhimpunan BMT 
Indonesia dan merupakan salah satu anggota pendiri, serta tergabung 
juga dalam Pusat Koperasi Jawa Tengah. Selain itu juga bekerjasama 
dengan PBMT Ventura sebagai mitra dalam pengelolaan dan 
penguatan modal. Hingga hari ini KSSPS BMT Prima Dinar 
mengelola asset lebih dari 29 miliar, dengan 3 kantor operasional yaitu 
di Matesih, Tawangmanggu, dan Jaten dan dikelola oleh 21 karyawan, 
serta melayani lebih dari 16000 anggota.  Berikut ini merupakan 
                                                             
11 Buku Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan..., hlm. 17-20. 
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capaian yang telah di capai KSPPS BMT Prima Dinar yang merupakan 
hasil RAT tutup tahun 2017 adalah sebagai berikut: 
a. Administrasi 
Dari segi keuangan KSPPS BMT Prima Dinar juga 
mengalami sedikit pertumbuhan dibandingkan dengan laporan 
tutupan tahun lalu, hal ini dapat di bandingkan dengan laporan 
keuanga tutup tahu 2016, adalah sebagai berikut: 
1) Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 3,8 % dari tahun 
lalu. 
2) Simpanan anggota mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari 
tahun lalu. 
3) Modal mengalami kenaikan sebesar 22,1% dari tahun lalu. 
4) Asset mengalami kenaikan sebesar 1,5% dari tahun lalu. 
b. Pengembangan Usaha 
Dalam rangkaian pengembangan usaha lembaga pengurus 
dan pengelola berharap banyak dari dukungan segenap anggota 
khususnya dan masyarakat umumnya untuk semaksimal mungkin 
memanfaatkan jasa-jasa layanan yang diberikan lembaga untuk 
meningakatkan asset sekaligus tercapainya kemaslahatan 
bersama. Sampai tahun 2017 perkembangan produk yang ada 
sebagai berikut: 
1) Arisan ta’a>wun yang masih berjalan tiga kelompok. 
2) Tabungan TAMASYA ada 2 kelompok 
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3) Program simpanan isykarima ada 4 kelompok. 
c. Sisa Hasil Usaha (SHU) 
Selama masa kerja 2017 lembaga akan memberikan Sisa 
Hasil Usaha (SHU) kepada anggota yang mempunyai simpanan 
penyertaan dengan prosentase yang sama dengan tahun lalu 
walaupun pencapaian SHU untuk tahun 2017 ini mengalami 
sedikit penurunan di bandingkan dengan perolehan SHU tahun 
2016. Adapun pencapaian SHU tahun ini sebesar Rp. 133,202,521 
dan SHU tahun lalu adalah Rp. 146,486,755.12 
B. Sistem Pelaksanaan Akad Wadi’ah di KSPPS BMT Prima Dinar 
Ngadiluwih Karanganyar 
Dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, BMT dapat 
menawarkan produk jasa dengan akad wadi>’ah. Akad wadi>’ah termasuk 
kategori akad “tabaruk”, yakni akad yang bersifat kebajikan karena 
mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia dalam 
lingkungan sosialnya. 
Dalam kerangka pengerahan dana wadi>’ah ini, atas seizin penitip 
(anggota) BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersil, sehingga bila 
kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibah (bonus) 
yang besarnya tidak boleh ditetapkan secara pasti dimuka dengan kalkulasi 
angka-angka rupiah atau persentase atas nilai pokok dana wadi>’ah, 
                                                             
12 Buku Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan..., hlm. 13-14. 
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misalnya sekian-sekian. Sebaliknya bila kerugian yang didapat, BMT 
menanggung resiko kerugian tersebut.13 
Kegiatan penghimpunan dana anggota dengan bentuk simpanan atau 
investasi berdasarkan wadi>’ah berlaku wadi>’ah yad} d}amanah dengan 
persyaratan minimal sebagai berikut: 
1. BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota 
bertindak sebagai pemilik dana titipan 
2. Dalam kapasitasnya sebagai penerima dana titipan, BMT dapat 
mengelola dana titipan dengan berbagai macam usaha yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkanya 
3. Dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan penuh 
dalam jumlah nominal 
4. Dana titipan dapat diambil setiap saat 
5. BMT tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau 
bonus kepada anggota, tetapi BMT boleh memberikan imbalan 
dalam bentuk (‘athaya) yang bersifat sukarela 
6. BMT tidak diperbolehkan memberikan hadiah apabila mengurangi 
hak anggota lain, hadiah boleh diberikan apabila berasal dari biaya 
pemasaran. 
7. BMT menjamin pengembalian dana titipan anggota.14 
                                                             
13 Makhalul Ilmi, Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syari’ah: Beberapa Permasalahan 
dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta: UII Press,2002), Hlm: 30. 
14 Saat Suharto dkk, Pedoman Akad..., hlm: 8 
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Akad wadi>’ah pada BMT menurut Pedoman Akad Syariah (PAS) 
Penghimpunan BMT Indonesia yang menjadi dasar atau pegangan 
penerapan akad wadi>’ah  pada produk simpanan TAMASYA di BMT 
Prima Dinar adalah, sebagai berikut: 
1. Penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadi>’ah  
Berikut skema prinsip wadi>’ah 
a. Anggota mendatangi BMT untuk pembukaan simpanan 
wadi>’ah  
b. BMT menjelaskan persyaratan, kewajiban dan hak penyimpan 
(anggota) 
c. Anggota mengisi formulir pembukaan rekening, melengkapi 
administrasi dan menyetorkan sejumlah uang sebagai 
simpanan wadi>’ah 
d. BMT menyalurkan simpanan tersebut kepada anggota 
pembiayaan yang membutuhkan 
e. BMT dapat memberikan bonus kepada anggota pemilik 
rekening wadi>’ah  tanpa diperjanjikan sebelumnya.15 
2. Syarat dan ketentuan simpanan wadi>’ah 
a. Umum 
1) Setiap data, keterangan, tanda tangan, yang tercantum 
dalam dokumen pembukaan rekening simpana wadi>’ah  dan 
dokumen lain yang terkait dengan simpanan dan kuasa 
                                                             
15 Ibid,... hlm: 39 
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yang diberikan anggota kepada pihak ketiga (jika ada) 
adalah sah dan mengikat 
2) Simpana tidak boleh dijaminkan dalam bentuk dan dengan 
cara apapun kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan 
BMT. 
3) Anggota wajib segera memberitahukan BMT secara tertulis 
terhadap perubahan identitas diri, tidak terbatas pada nama, 
alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal lain 
yang menyimpang/berbeda dari data yang pernah diberikan 
4) Anggota dengan ini menyatakan bahwa sumber dana tidak 
dikenal berasal dari sesuatu yang dilarang syariah dan/atau 
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 
5) Anggota dan BMT sepakat untuk melaksanakan ketentuan 
dan persyaratan ini, berikut penambahan dan perubahanya. 
b. Pengembalian dana 
1) BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
mengembalikan untuk mengembalikan kepada anggota, 
seluruh jumlah dana titipan yang menjadi hak anggota  
2) Setiap pembayaran kembali oleh BMT kepada Anggota 
dilakukan di kantor BMT atau ditempat lain yang ditunjuk 
BMT, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh 
anggota di BMT 
c. Biaya, Potongan dan Pajak 
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1) Anggota berjanji dan bersedia menanggung biaya 
administrasi yang diperlukan berkenaan dengan 
pelaksanaan titipan ini yang akan ditentukan kemudian 
2) BMT tidak berkewajiban dan/atau bertanggung jawab 
kepada anggota atas setiap pengurangan karena pajak/bea 
dan/atau kewjiban-kewajiban dan/atau biaya-biaya yang 
ditetapkan pemerintah atau penyusutan nilai atau penyitaan 
yang bersifat apapun dan/atau sebab-sebab lainya diluar 
kekuasaan BMT. 
d. Penyelesaian Perselisihan 
1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas 
hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau 
terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaanya, 
maka para pihak sepakat untuk menyelesaikanya secara 
musyawarah untuk mufakat , mediasi, Arbritase Syariah, 
dan Pengadilan Agama. 
2) Mengenai akad dan pelaksanaanya, para pihak sepakat 
memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak 
berubah dikantor Pengadilan Agama kota/kabupaten. 
e. Penutup 
1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup 
diatur dalam persyaratan dan ketentuan ini, maka anggota 
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dan BMT akan mengaturnya bersama secara musyawarah 
untuk mufakat dalam suatu addendum. 
2) Tiap addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 
3) BMT tanpa perlu persetujuan Anggota, berhak untuk 
menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan 
kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain 
yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun 
keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada 
pihak kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas pihak pertama 
diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang 
pihak kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain, 
tanpa harus membebankan biaya kepada pihak kedua 
sehubungan  m dengan transaksi tersebut.16 
Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam produk 
simpanan TAMASYA dengan akad wadi>’ah  di BMT Prima Dinar 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengisi formulir anggota, adapun isi dari formulir tersebut 
antara lain: 
a. Nama lengkap 
b. Tempat dan tanggal lahir 
c. Alamat 
                                                             
16 Ibid,... hlm: 94-96 
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d. Nomor KTP (Kartu Tanda Penduduk)/SIM (Surat Ijin 
Mengemudi) 
e. Nomor telepon 
f. Pekerjaan 
g. Ahli waris 
2. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan 
TAMASYA, yang antara lain: 
a. Nama lengkap 
b. Alamat 
c. Pekerjaan 
d. Nomor  KTP/SIM 
e. Nomor telepon 
f. Nomor rekening 
g. Jenis simpanan 
h. Nominal 
i. Tanda tangan di atas materai Rp. 6.000,- 
KSPPS BMT Prima Dinar mengadakan produk simpanan 
Tabungan Masyarakat Berhadiah Wisata (TAMASYA) dengan 
ketentuan produk sebagai berikut: 
1. Tabungan Masyarakat Berhadiah Wisata (TAMASYA) 
menggunakan prinsip wadi>’ah yad} d}amanah yaitu dana 
titipan yang dapat dimanfaatkan secara produktif dalam 
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bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional dan 
memenuhi aspek syariah. 
2. Anggota 
a. Anggota simpanan TAMASYA adalah yang telah 
mendaftarkan diri dan menjadi anggota di KSPPS BMT 
Prima Dinar.  
b. Anggota harus tunduk dan patuh terhadap tata tertib yang 
telah di tetapkan oleh KSPPS BMT Pima Dinar.  
3. Setoran Tabungan 
a. Setoran tabungan Rp. 100.000,- per bulan atau setoran 
deposito sebesar Rp. 6.500.000,- . 
b. Setoran tabungan selama 40 bulan berturut-turut 
c. Setoran tabungan paling lambat setiap tanggal 10 
d. Pelayanan tabungan dilaksanakan di KSPPS BMT Prima 
Dinar disetiap hari kerja.  
4. Fasilitas  
a. Bagi Anggota lama/tertib yang mendaftar dan setoran 
pada bulan September 2018 akan diberi gratis 1 kali 
setoran di akhir periode 
b. Pada bulan ke-41 akan diadakan wisata gratis kepada 
anggota simpanan Tamasya 
c. Pada bulan  ke-41 total setoran tabungan akan dibagikan 
dan ditambah uang saku untuk wisata 
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d. Memanfaatkan dana pinjaman dengan ketentuan yang 
berlaku di KSPPS Prima Dinar 
5. Hal-hal lain 
a. Apabila anggota berhalangan tetap/meninggal dunia maka 
hak dan kewajibannya diterimakan kepada ahli waris  
b. Hal-hal yang belum diputuskan dalam ketentuan ini akan 
di atur dikemudian hari. 
Ketentuan ini selanjutnya akan mengikat pihak 
penyelenggara dan anggota simpanan Tamasya KSPPS 
BMT Prima Dinar.17 
Dengan metode ini konsumen dapat beristiqomah untuk 
menabung, hal ini yang menjadikan produk TAMASYA menjadi 
populer dan berkembang dari periode ke periode yang telah berlalu 
dan sedang berjalan. Pada periode yang sedang berjalan sekarang ini 
untuk pembukaan tahun 2016 dan akan di buka tahun ini 2018 untuk 
tabungan Tamasya sendiri sudah memiliki 2 kelompok besar yang 
tiap kelompoknya mencapai 200 anggota dan berlaku kelipatannya. 
Misal, setiap kelompok harus 200 anggota jika belum mencapai 200 
anggota maka tidak dapat di jadikan satu kelompok, jadi anggota 
yang belum dapat 200 anggota ini tidak bisa ikut produk simpanan 
TAMASYA harus menunggu sampai 200 anggota baru bisa di 
                                                             
17 Brosur tabungan TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar 
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jadikan satu kelompok dan baru bisa mendaftar produk simpanan 
TAMASYA ini. 
Ada peraturan khusus untuk produk simpanan TAMASYA, jika 
anggota yang tidak tertib atau yang dalam tiga bulan tidak 
menyetorkan setoran simpanan TAMASYA sebesar Rp. 100.000-, 
disetiap bulannya maka anggota tersebut dianggap mengundurkan 
diri. Untuk anggota yang mengundurkan diri dapat mengambil 
kembali uang yang sudah di setorkan sebelumnya jika periode 
tersebut telah berakhir dan pikah BMT tidak akan memberikan 
keuntungan atau bagi hasil kepada anggota yang telah 
mengundurkan diri. 
Untuk simpanan TAMASYA ini BMT sudah menetapakan 
rumus tersendiri yaitu 40% yang merupakan uang pokok setoran 
para anggota setiap bulannya dan 60% untuk BMT, dari 60% 
tersebut akan digunakan kantor untuk administrasi, bagi hasil para 
anggota yang digunakan untuk tamasya, serta uang saku untuk 
anggota, dan diperuntukan sebagai keuntungan BMT itu sendiri. Jadi 
untuk bagi hasil sendiri BMT akan menghitungnya disetiap akhir 
bulan kemudian akan diakumilasi setiap periode berakhir.18 
Para anggota yang mengikuti simpanan TAMASYA ini telah 
dijelaskan atau diterangkan di awal akad pada saat para anggota 
                                                             
18 Murdadi, Manager KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 14 Maret 
2018 jam 10.00-10.45 WIB. 
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mendaftar. Namun, belum semuanya paham akan masalah akad yang 
digunakan gunakan dalam produk simpanan TAMASYA ini 
sehingga para pegawai harus lebih bisa menjabarkan macam-macam 
akad yang akan digunakan dalam suatu produk yang diikuti oleh 
anggota tersebut. Dengan penandatangannan di akhir perjanjian akad 
dan dilakukan diatas materai maka dianggap kedua belah pihak 
yakni pihak KSPPS BMT Prima Dinar dan juga pihak anggota di 
anggap menyetujui semua peraturan dan tunduk patuh akan 
peraturan dalam perjanjian tersebut.19 
                                                             
19 Siti, Mifta dan Hartini, Anggota simpanan TAMASYA, Wawancara Pribadi, selasa, 3 
Juli 2018 jam 09.00-10.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS AKAD WADI>’AH  dalam PERSPEKTIF  
FATWA DSN-MUI NOMOR: 01/DSM-MUI/IV/2000 di 
KSPPS BMT PRIMA DINAR MATESIH KARANGANYAR 
 
 
Kehidupan bisnis perbankan Syariah sangat ditentukan berjalan tidaknya 
produk-produk yang di jual kepada nasabah. Di beberapa lembaga keuangan 
konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang 
sangat penting. Instrumen tabungan ini dijadikan sebagai salah satu produk lembaga 
keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat. Penjaringan dana dari 
masyarakat merupakan langkah strategis yang di lakukan oleh lembaga keuangan 
dalam upaya memperbanyak, modal yang kemudian akan diinvestasikan lebih 
lanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga di 
jadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat 
dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. 
Dalam instrumen tabungan sesungguhnya tidak ada masalah yang perlu 
dipersoalkan dan di perbincangkan secara signifikan. Namun, ketika pada 
instrumen tabungan ini diikutsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap 
nasabah untuk menitipkan dananya, maka muncullah persoalan hukum, terutama 
dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini disebabkan bunga, dalam wacana Hukum 
Islam, masih di identikan dengan riba yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. 
Menurut mayoritas fuqoha, bunga dan riba memiliki kesamaan dalam aspek 
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ziyadah (tambahan) atas simpanan pokok pada saat pengembalian uang kepada 
pemiliknya. 
Dalam wacana fiqih dan ekonomi Islam, sesungguhnya ada sebuah akad 
muamalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad wadi>’ah. Di 
beberapa lembaga keuangan syariah, instrumen wadi>’ah ini di jadikan sebagai 
instrumen alternatif untuk menggantikan tabungan yang dilengkapi dengan 
instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional.1 
Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri dalam bukunya “Minhajul 
Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim” yang di terjemahkan oleh Andi 
Subarkah, yang dimaksud dengan al-wadi>’ah adalah sesuatu yang dititipkan atau 
ditinggalkan baik berupa uang atau yang lainnya, kepada orang yang akan 
menjaganya agar mengembalikan kepada orang yang menitipkannya kapan saja dia 
memintanya.2  
KSPPS BMT Prima Dinar merupakan lembaga keuangan syariah yang 
mempunyai banyak produk dalam pengembangan usaha yang berdasarkan prinsip 
syariah. Salah satu produk yang di kelola adalah produk simpanan TAMASYA, 
simpanan ini menggunakan prinsip akad wadi>’ah yad} d}amanah. Dengan prinsip ini 
simpanan dapat digunakan atau dimanfaatkan BMT secara produktif dalam bentuk 
pembiayaan kepada anggota lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah.  
                                                             
1 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan...,hlm. 1. 
2 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim...,hlm. 683. 
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Produk simpanan TAMASYA ini sangat banyak menarik anggota di KSPPS 
BMT Prima Dinar, di lihat dari hasil RAT tutup tahun 2017 yang di laksanakan 
pada 24 Februari 2018 yang di adakan di gedung kantor utama KSPPS BMT Prima 
Dinar menyatakan bahwa sekarang ada dua kelompok, yang satu kelompoknya 
terdiri dari 200 orang. Sehingga di periode ini total anggota ada 400 anggota yang 
ikut simpanan TAMASYA dari enam belas ribu anggota yang ada di KSPPS BMT 
Prima Dinar.dari sejarah BMT membuka simpanan TAMASYA ini selalu 
mengalami kenaikkan di setiap periodenya. Tapi sebelumnya, untuk masyarakat 
yang ingin menjadi anggota simpanan ini  calon anggota haruslah mendaftar 
terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengisi formulir anggota, adapun isi dari formulir adalah: nama lengkap, 
tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor ktp/sim , nomor telepon, pekerjaan, 
dan ahli waris 
2. Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan TAMASYA, yang isinya 
adalah: nama lengkap, alamat, pekerjaan, nomor  ktp/sim, nomor telepon, 
nomor rekening, jenis simpanan, nominal, dan tanda tangan di atas materai   
Rp. 6.000,-. 
 Karena di dalam produk ini di tawarkan berbagai keuntungan yang menarik 
yang diberikan untuk para anggota, maka anggota haruslah tunduk dan patuh 
terhadap tata tertib yang telah di tetapkan oleh KSPPS BMT Pima Dinar pada 
simpanan ini diantaranya: 
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1. Tabungan Masyarakat Berhadiah Wisata (TAMASYA) menggunakan 
prinsip wadi>’ah yad} d}amanah, dana titipan akan dimanfaatkan secara 
produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional dan 
memenuhi aspek syariah.  
2. Setoran Tabungan 
a. Setoran tabungan Rp. 100.000,- per bulan  
b. Setoran tabungan selama 40 bulan berturut-turut 
c. Setoran tabungan paling lambat tanggal 10 di setiap bulannya 
d. Pelayanan tabungan dilaksanakan di KSPPS BMT Prima Dinar disetiap 
hari kerja.  
3. Fasilitas yang diberikan untuk para anggota, yaitu: 
a. Bagi Anggota lama/tertib yang mendaftar dan setoran pada bulan 
September 2018 akan diberi gratis 1 kali setoran di akhir periode 
b. Pada bulan ke-41 akan diadakan wisata gratis kepada anggota Simpanan 
TAMASYA 
c. Pada bulan  ke-41 total setoran tabungan akan dibagikan dan ditambah 
uang saku untuk wisata 
d. Memanfaatkan dana pinjaman dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS 
BMT Prima Dinar atau uang saldo yang ada di tabungan simpanan 
TAMASYA ini dapat di jadikan sebagai jaminan untuk mengajukan 
pembiayaan. 
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4. Apabila anggota berhalangan tetap/meninggal dunia maka hak dan 
kewajibannya diterimakan atau dialihkan kepada ahli waris.3 
Sedangkan prinsip-prinsip akad wadi’ah menurut fatwa DSN MUI No. 
01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro: Ketentuan Umum Giro berdasarkan akad 
wadi’ah: 
1. Bersifat titipan 
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call) 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 
(‘athaya) yang bersifat suka rela dari pihak bank.4 
Melihat penjelasan diatas maka dapat di analisis dari beberapa aspek 
sebagai berikut, yaitu:  
1. Rukun dan syarat dari al-wadi>’ah   
Untuk syarat-syarat dan rukun-rukun dari al-wadi>’ah  menurut Syafi’iyah 
yang akan di analisis dengan prosedur simpanan TAMASYA yang ada di 
KSPPS BMT Prima Dinar diantaranya, yaitu: 
a. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi 
penitip dan yang penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-
syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. Sedangkan di 
BMT Prima Dinar ini sendiri sudah memenuhi syarat karena di dalam 
perjanjian pembukaan rekening simpanan TAMASYA haruslah anggota 
                                                             
3 Brosur tabungan TAMASYA di KSPPS BMT Prima Dinar 
4 Masjupri, Buku Daras... hlm. 243. 
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tersebut sudah cukup umur dan berakal, serta anggota haruslah 
menandatangi diatas materai surat perjanjian simpanan TAMSYA 
tersebut.  
b. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau 
benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’. 
Sedangkan yang berlaku KSPPS BMT Prima Dinar para anggota 
menitipkan uang mereka di BMT untuk dijaga. Uang ini berarti di miliki 
penuh oleh anggota dan hal tersebut sudah semenuhi aturan syara’. 
c. Shighat ijab dan kabul al-wadi>’ah , disyaratkan pada ijab kabul ini 
dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. 
Prosedur yang ada di KSPPS BMT Prima Dinar bagi para anggota yang 
menginginkan menabung dengan simpanan TAMASYA ini, anggota 
atau calon anggota haruslah datang sendiri ke BMT, selanjutnya teller 
akan menjelaskan tentang sistem atau prosedur di simpanan ini kemudian 
jika anggota menerimanya maka anggota tersebut menandatangani 
kontrak perjanjian. Oleh karena itu, maka pihak BMT telah memenuhi 
syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada dalam al-wadi>’ah ini menurut 
hukum islam. 
2. Hak Pihak Penitip 
Motivasi utama orang menitipkan uang atau dana mereka ke BMT adalah 
untuk mendapatkan keamanan uang mereka dan memperoleh keleluasaan 
dalam mengambil dana mereka sendiri sewaktu-waktu mereka membutuhkan. 
BMT akan memperoleh izin dari anggota untuk menggunakan atau mengelola 
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dana anggota jika dana tersebut mengendap. Anggota dapat menarik sebagaian 
atau seluruhnya sewaktu-waktu dana yang mereka titipkan. 
Dalam hal ini pihak penitip memiliki hak untuk menggambil barang 
titipannya sewaktu-waktu. Dalam bahasa Perbankan hal ini disebut dengan on 
calling. Pihak Bank harus menyiapkan atau siap setiap saat ketika barang 
tersebut akan diambil oleh nasabah. Menurut fatwa DSN-MUI dan Syaikh Abu 
Bakar Jabir al-Jaza’iri dalam bukunya “Minhajul Muslim Pedoman Hidup 
Ideal Seorang Muslim”, simpanan dengan akad wadi’ah merupakan titipan 
murni dari orang yang ingin menitipkan kepada orang yang dititipi untuk 
uangnya tersebut, dan dapat di ambil sewaktu-waktu uang yang dititipkan 
tersebut, namun dalam produk simpanan TAMASYA prinsip tersebut tidak 
dianut karena dalam kenyataannya uang yang dititipkan para anggota hanya 
boleh diambil jika waktu satu periode simpanan tersebut telah berakhir atau 
jika sudah 41 bulan sejak pembukaan simpanan TAMASYA tersebut. Dan bagi 
anggota yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri, maka  
anggota tersebut baru dapat mengambil uang pokoknya di akhir periode juga. 
Maka dari itu simpanan ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena 
tidak bisa di ambil sewaktu-waktu atau tidak on calling. 
3. Tambahan dari titipan 
Tambahan berupa uang yang dijanjikan diperjanjian akad al-wadi>’ah itu 
tidak diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam. Namun, jika 
nasabah sudah berakhir masa tabungannya atau dalam satu periode tertentu, 
nasabah ingin menggambil tabungannya kemudian Bank merasa 
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berterimakasih kepada nasabah tersebut dengan berupa bonus atau hadiah 
maka hal tersebut diperbolehkan. Semua keuntungan dan hak pemanfaatan 
dana para anggota menjadi milik dari BMT. Tetapi, pikah BMT atas 
kehendaknya sendiri boleh memberikan hadiah (‘athaya) yang bersifat suka 
rela kepada anggota. Dalam hal ini KSPPS BMT Prima Dinar sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI maupun Hukum Islam. Karena bonus yang di berikan 
KSPPS BMT Prima Dinar merupakan kehendak sendiri dari pihak BMT yang 
diberikan sebagai imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana, dengan 
perhitungan bonus yang berubah sewaktu-waktu. Pemberian hadiah tersebut di 
tujukan untuk nasabah yang aktif sebagai rasa terimakasih dari pihak BMT 
kepada para anggota yang telah berpartisipasi dalam produk simpanan 
TAMASYA ini. Bonus tersebut akan diakumulasikan oleh BMT disetiap 
bulannya dan akan digunakan untuk biaya wisata dan uang saku untuk pada 
anggota. Para anggota hanya diperboehkan mengambil dana yang dititipkan 
tersebut jika sudah berakhir periode. Sedangkan apabila ada anggota yang 
mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri dapat mengambil uang 
pokok mereka juga pada akhir periode. 
4. Resiko 
Resiko disini adalah akad wadi>’ah yad} d}amanah ini akan menjadi resiko  
pihak yang megelola manakala uang tersebut berkurang atau habis. Mengenai 
resiko dari kemungkinan teburuk yang terjadi di BMT atau jika BMT 
mengalami bangkrut atau dalam pengelolaan dari dana simpanan TAMASYA 
tersebut tidak menguntungkan melainkan hanya rugi saja. Maka dalam hal ini 
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KSPPS BMT Prima Dinar bersedia bertanggung jawab penuh atas 
pengembalian semua simpanan anggota yang sudah disetorkan ke BMT. Hal 
tersebut sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan menurut pendapat Yadi 
Janwari dalam bukunya yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah” yang 
menyatakan bahwa akad wadi>’ah yad} d}amanah merupakan akad penitipan 
uang dimana BMT dengan atau tanpa seizin penitip uang dapat memanfaatkan 
uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan 
uang titipan tersebut.  Dan disini KSPPS BMT Prima Dinar.5 
 
 
                                                             
5 Murdadi, Manager KSPPS BMT Prima Dinar, Wawancara Pribadi, Rabu, 25 April 2017 
jam 10.00-10.45WIB. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka penelitian 
untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan diantaranya: 
1. Produk simpanan TAMASYA  di KSPPS BMT Prima Dinar Matesih 
menggunakan prinsip wadi>’ah yad} d}amanah, dana titipan akan 
dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota 
secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Setoran wajib simpanan ini 
Rp. 100.000,- per bulan, dan disetorkan selama periode tersebut 
berlangsung. Fasilitas yang diberikan diantaranya: bagi anggota lama/tertib 
akan diberi gratis 1 kali setoran di akhir periode, pada akhir akan diadakan 
wisata dan akan dibagikan uang pokok serta ditambah uang saku untuk 
wisata. Buku tabungan TAMASYA ini dapat di jadikan sebagai jaminan 
untuk mengajukan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan khusus yang 
berlaku di KSPPS BMT Prima Dinar. Jika anggota berhalangan 
tetap/meninggal dunia maka hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli 
waris. 
2. Penerapan akad wadi>’ah pada simpanan TAMASYA di KSPPS BMT Prima 
Dinar, hampir sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, 
yang sudah sesuai di antaranya yaitu: 
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a. Rukun dan Syarat 
Dalam pengelolaan dana wadi>’ah yang dikelola oleh KSPPS BMT 
Prima Dinar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah karena sudah 
terpenuhinya rukun dan syarat dari akad wadi>’ah itu sendiri yaitu: 
barang yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima 
titipan dan shigat.  
b. Tambahan dari titipan 
Tambahan berupa uang yang dijanjikan diperjanjian akad al-
wadi>’ah itu tidak diperbolehkan dalam fatwa DSN-MUI dan Hukum 
Islam. Namun, dalam hal ini KSPPS BMT Prima Dinar sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI maupun Hukum Islam. Karena bonus yang di 
berikan KSPPS BMT Prima Dinar merupakan kehendak sendiri dari 
pihak BMT yang diberikan sebagai imbalan berupa bonus (hibah) 
kepada pemilik dana. Pemberian hadiah tersebut di tujukan untuk 
nasabah yang aktif sebagai rasa terimakasih dari pihak BMT kepada 
para anggota yang telah berpartisipasi dalam produk simpanan 
TAMASYA ini.  
c. Resiko 
Mengenai resiko kehilangan atau kerusakan uang titipan tersebut 
KSPPS BMT Prima Dinar bersedia bertanggungjawab untuk 
mengembalikan uang para anggota yang sudah disetorkan ke BMT. Hal 
tersebut sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip Syariah. 
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Terkait dengan kesesuaian di KSPPS BMT Prima Dinar dengan Fatwa 
DSN-MUI dan hukum Islam, tidak lepas dari kekurangannya. Ada beberapa 
hal yang perlu di perhatikan karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip 
Syariah, diantaranya: untuk pengambilan uang titipan dapat di ambil 
sewaktu-waktu (on calling) namun pada penerapannya uang yang dititipkan 
para anggota hanya boleh diambil jika waktu satu periode simpanan tersebut 
telah berakhir. Maka dari itu simpanan ini kurang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah karena tidak bisa di ambil sewaktu-waktu atau tidak on 
calling. 
B. Saran-saran 
  Simpanan tamasya yang dilaksanakan KSPPS BMT Prima 
Dinar sudah sangatlah baik dalam mengapresiasi serta merangsang 
masyarakat untuk giat menabung akan tetapi masih memerlukan 
perbaikan dari berbagai sisi diantaranya : 
a. Perlu kiranya di lakukan pembaharuan prosedur tentang produk 
simpanan ini supaya tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah dan 
agar tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan. 
b. Simpanan dengan akad wadi>’ah seharusnya dapat diambil setiap saat 
anggota ingin mengambil simpanan yang telah disetorkan, jika 
simpanan tidak dapat diambil setiap saat alangkah baiknya 
menggunakan akad mud}arabah. 
c. Diperlukan promosi yang lebih gencar karena masyarakat masih 
banyak yang mengetahui keberadaan simpanan TAMASYA. 
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Simpanan TAMASYA sendiri masih kurang populer dibandingkan 
dengan simpanan ta’a>wun dan simpanan isykarima.  
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Lampiran 2: Jadwal Penelitian 
No 
Bulan Februari Maret April Mei  
Kegiatan 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   
1 
Penyusunan  
Proposal 
x x               
2 Konsultasi  x x x x x x x x x x x x x   
3 
Revisi 
Proposal 
      x          
4 
Pengumpulan 
Data 
      x x x x       
5 Analisis Data          x x x     
6 
Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
            x    
7 Munaqosah                 
8 Revisi Skripsi                 
 
 
 
Lampiran 3  : Daftar Pertanyaan 
Kepada Manager Utama KSPPS BMT Prima Dinar 
1. Kapan & Bagaimana Sejarah berdirinya KSPPS BMT Prima Dinar? 
2. Apakah visi dan misi KSPPS BMT Prima Dinar? 
3. Apa landasan hukum kelembagaan KSPPS BMT Prima Dinar? 
4. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Prima Dinar? 
5. Apakah ada Dewan Pengawasnya? 
6. Berapa jumlah anggota yang ada di KSPPS BMT Prima Dinar sampai 
sekarang ini? 
7. Apa saja produk dan jasa yang ada di KSPPS BMT Prima Dinar? 
Kepada Pengawas Syariah KSPPS BMT Prima Dinar 
1. Apakah tugas dan tanggungjawab dari setiap pengurus yang ada di KSPPS 
BMT Prima Dinar? 
2. Bagaimana kinerja KSPPS BMT Prima Dinar? 
3. Apa saja akad-akad yang diterapkan di KSPPS BMT Prima Dinar? 
4. Bagaimana sistem akad wadi’ah pada produk simpanan TAMASYA di 
KSPPS BMT Prima Dinar ini? 
Kepada Bagian Pemasaran KSPPS BMT Prima Dinar 
1. Apakah yang dimaksud simpanan TAMASYA dan sejak kapan simpanan 
itu di jalankan? 
2. Bagaimana prosedur pengajuan produk simpanan wadi’ah di KSPPS BMT 
Prima Dinar? 
3. Syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh calon anggota? 
4. Bagaimana sistem akad wadi’ah pada produk simpanan TAMASYA di 
KSPPS BMT Prima Dinar ini? 
5. Ada berapa anggota yang mengikuti produk simpanan TAMASYA ini? 
Kepada Para Anggota Simpanan TAMASYA ( Ibu Siti, Ibu Mifta, dan Ibu 
Hartini) 
1. Apakah ibu mengikuti simpanan TAMASYA ini? 
2. Syarat apasaja yang ibu sertaka saat mendaftar menjadi anggota simpanan 
TAMASYA ini? 
3. Apa saja yang di tawarkan di simpanan TAMASYA ? 
4. Apa yang membuat ibu tertarik dengan simpanan TAMASYA? 
5. Apa keuntungan yang ibu dapat dengan mengikuti simpanan TAMASYA? 
6. Apakah ibu tau dan mengerti akad yang di gunakan dalam Simpanan ini? 
7. Apakah saat mendaftar ibu dijelaskan akad dan cara kerja dari akad tersebut 
yang di gunakan di simpanan ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 : Brosur 
1. Brosur Simpanan Berjangka 
 
2. Brosur Simpanan Isy karima 
 
 
 
 
3. Foto buku RAP tahun 2017 
 
 
4. Foto Peraturan Simpanan TAMASYA  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 :Foto-foto 
1. KSPPS BMT Prima Dinar 
 
 
 
 
 
 
2. Foto dengan Bapak Murdadi, S.Ag. (Manager Utama KSPPS BMT Prima Dinar) 
 
3. Foto dengan Bapak H. Harwandi, S.Pd. (DPS di KSPPS BMT Prima Dinar) 
 
4. Foto dalam kantor pelayanan di KSPPS BMT Prima Dinar 
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FATWA  
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang  
G I R O 
ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
  
Dewan Syari’ah Nasional setelah 
Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan 
dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 
  b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari’ah); 
  c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk 
mu’amalah syar’iyah untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan giro pada bank syari’ah. 
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29: 
 َنوُكت ْنَأ َّلاِإ ِلِطابْلاِب مُكنيب مُكَلاومَأ اوُلُكْأتَلا اونمآ نيِذَّلا اهيَأ آي
مُكنِم ٍضارت نع ًةراجِت...  
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 
antaramu…”. 
  2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 
...ضعب مُكضعب نِمَأ ْنِإَف َاللها ِقتيْلو ،هتنامَأ نِمتؤا ىِذَّلا دؤيْلَف ا
هبر... 
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…”. 
  3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1: 
 ِدوُقعْلاِب اوُفوَأ اونمآ نيِذَّلا اهيَأ آي…  
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 “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu …”. 
  4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2: 
 … ىوْقتلاو رِبْلا ىَلع اونواعتو…  
“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan….” 
5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: 
 َطرتشِا ًةبراضم َلامْلا عَفد اَذِإ ِبِّلَطمْلا ِدبع نب سابعْلا انديس َناَك
 يِرتشي َلاو ،ايِداو ِهِب َلِزني َلاو ،ارحب ِهِب كُلسي َلا ْنَأ ِهِبِحاص ىَلع
ِهِب َلوسر هُطرش َغَلبَف ،نِمض كِلَذ َلعَف ْنِإَف ،ٍةبْطر ٍدِبَك تاَذ ًةباد 
 هزاجَأَف مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص ِاللها) نع طسولأا فى نيابرطلا هاور
سابع نبا.( 
“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 
6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 
َلاَق مَّلسو ِهِلآو ِهيَلع ُاللها ىَّلص يِبنلا َّنَأ :ُةَكربْلا نِهيِف ٌثَلاَث : عيبْلَا
 ِعيبْلِل َلا ِتيبْلِل ِريِعشلاِب ربْلا ُطْلخو ،ُةضراَقمْلاو ،ٍلجَأ ىَلِإ) نبا هاور
بيهص نع هجام( 
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual 
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 
سمْلا نيب زِئاج حْلصلَا ،امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ نيِمِل
امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع َنومِلسمْلاو 
)فوع نب ورمع نع يذمرتلا هاور(.  
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf). 
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8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 
9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta 
(dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada  
pihak lain (‘amil, mudharib) untuk diperniagakan 
(diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah. 
10. Kaidah fiqh: 
اهِميِرحت ىَلع ٌليِلد َّلدي ْنَأ َّلاِإ ُةحابِلإْا ِتَلاماعمْلا ىِف ُلصَلأَا. 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.  
Memperhatikan :  Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000. 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO 
Pertama : Giro ada dua jenis: 
1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga.  
2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. 
Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
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4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi’ah: 
1. Bersifat titipan. 
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call). 
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 
 
 Ditetapkan di : Jakarta 
  Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H. 
     1   April         2000 M 
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